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saudara tercinta dan kepada keluarga dekatku semua yang terlibat (secara tidak
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Skripsi ini mengkaji tentang Kontribusi KPU dalam Penguatan demokrasi
di tingkat lokal dengan Studi Kasus di KPU Kab. Sinjai. KPU memiliki peran
cukup sentral untuk memperlancar jalannya suatu sistem politik. Namun
terkadang KPU belum bisa menjalankan kinerjanya dalam penguatan demokrasi
di tingkat lokal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana
kontribusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai, dalam membangun
demokrasi lokal pada Pileg tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk
mengetahui Peran KPU dalam penguatan demokrasi di Kabupaten Sinjai, Propinsi
Sulawesi Selatan pada Pemilu 2009 dan Untuk mengetahui mekanisme kerja yang
dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai pada Pemilu 2009
serta Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja pada
Pemilu 2009 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun
secara praktek baik bagi warga masyarakat di Kab. Sinjai maupun masyarakat
pada umumnya. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif.
Dengan pendekatan ini peneliti menggali informasi secara alamiah tentang
kontribusi KPU. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan para responden
kunci yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik dalam menggali data
adalah melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah
Peran KPU daerah didalam demokrasi lokal yakni menyelenggarakan pemilihan
umum di daerah-daerah dan menyerap aspirasi rakyat di daerah-daerah tersebut
sehingga mampu menyelenggarakan demokrasi kontekstual sesuai dengan situasi
dan kondisi daerah tersebut. Khususnya di Kab. Sinjai, KPU Kab. Sinjai berhasil
menyelenggarakan pemilihan umum 2009, mulai dari pemutakhiran data pemilih
dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu dan penetapan peserta
pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, Pencalonan anggota
DPR/DPRD Kab. Sinjai, sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara.
Kinerja organisasi KPU Kab. Sinjai dipengaruhui banyak faktor, faktor
pendukung dari terlaksananya Kinerja KPU Kab. Sinjai adalah sarana dan
prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia yang lumayan tinggi, dan
Kordinasi antar unit yang lumayan solid. Sedangkan faktor penghambat
terlaksananya kinerja KPU Kab. Sinjai adalah Alokasi anggaran untuk
pengembangan pegawai relatif rendah, inisiatif dari pusat untuk menyusun
program pengembangan pegawai, Inisiatif pegawai untuk mengembangkan diri
masih rendah, dan Jangkauan wilayah kerja KPU Kab. Sinjai yang luas
xdibandingkan dengan jumlah pegawai yang dimiliki, sehingga mempersulit
pengontrolan di wilayah-wilayah terpencil.
Kata kunci : Kontribusi, KPU, Demokrasi Lokal
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen penting dalam
menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal untuk menjawab persoalan
tentang penegakan kekuasaan rakyat. Indonesia yang secara eksplisit memahami
akan pentingnya sebuah kedaulatan rakyat dan turut melaksanakan demokrasi
dengan variannya tersendiri. Sebuah demokrasi yang terus tumbuh dan
berkembang dalam proses transisi politiknya yang mengalami berbagai
pendewasaan perilaku politiknegara dan rakyatnya yang diharapkan akan
bermuara pada sebuah kondisi perpolitikan yang ideal. Indonesia sebagai negara
yang menganut paham demokrasi, dituntut untuk bisa melaksanakan proses
lahirnya demokrasi itu sendiri dengan memegang pada asas-asas kedaulatan yang
sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat, cara pemerintahan ini memberikan hak kepada semua rakyat
untuk ikut memerintah. Cara pemerintahan ini juga yang menjadi cita-cita semua
Partai Politik (Parpol) di Indonesia dalam menciptakan suatu tatanan negara
demokrasi yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam sebuah Negara
demokrasi. Dilihat dari sejarah perkembangan demokrasi di negara-negara besar
di dunia, rakyat merupakan instrumen yang paling vital pemegang kendali
pemerintahan di dalam suatu negara dan sebagai bentuk partisipasi politik yang
dimiliki oleh rakyat dalam suatu negara yang demokratis.
2Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar (UUD) negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu
merupakan salah satu instrumen demokrasi yang mengikutsertakan partisipasi
kualitas masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya yang disalurkan melalui
wadah Parpol. Pemilu memiliki makna dan arti penting sebagai sarana
perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara Indonesia
yang demokratis, karena ciri dari negara demokrasi ialah dengan adanya Pemilu.
Penyelenggaraan Pemilu sendiri diadakan setiap lima tahun sekali, seperti
tercantum di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 Pemilihan Umum dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,
dan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun
2007 tentang penyelenggaraan Pemilu.
Pemilu yang merupakan salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam
proses politik, juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan
figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika
demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan
pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan
kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki peran untuk menghasilkan
kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat dan merupakan
salah satu sarana yang sah dalam mendapatkan legitimasi kekuasaan yang
berdasarkan konstitusi hukum.
3Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai yang merupakan salah
satu penyelenggara pada Pemilu Legislatif yang berlangsung pada tahun 2009
lalu, dimana aparatur lembaga sekretariat KPU Kabupaten Sinjai berasal dari
unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Proses politik yang membuka lebar partisipasi
segenap lapisan masyarakat merupakan langkah strategis untuk memposisikan
rakyat pada tempat yang menentukan.
Penyelenggaraan pemilu yang sangat berperan pada pelaksanaan birokrasi
disebuah lembaga atau institusi. KPU berperan dalam menciptakan proses
birokrasi yang efektif dan tepat sasaran. Peran KPU dalam menciptakan
Penyelenggaraan Pemilu untuk bisa menjadi menciptakan birokrat yang nantinya
akan menduduki struktur birokrasi pada sebuah lembaga pemerintah daerah dalam
mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kinerja KPU
dalam tahap verifikasi harus dilakukan secara maksimal, karena merupakan salah
aspek penting yang dapat menentukan seorang calon aparatur bisa mendapatkan
legitimasi secara sah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur
yang terdapat dalam sistem pemerintahan daerah. DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilu
yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu. Anggota DPRD Provinsi berjumlah
sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang, sedangkan
Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang dan
sebanyak-banyaknya 50 orang. DPRD secara konstitusional memiliki tugas
pokoknya dan fungsi yang terkait dengan legislasi, budgeting dan controlling.
4Oleh karena itu, Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya harus benar-benar
mengambil peran penting dalam keberpihakan kepada seluruh aspirasi masyarakat
dan juga harus sangat paham terhadap daerah yang diwakilinya. Terkait dengan
kondisi geografis, potensi dan persoalan yang ada di daerah tersebut. Agar tercipta
suatu daerah yang dapat melaksanakan fungsi serta amanat Otonomi Daerah
sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemilu legislatif merupakan bagian penting dari sebuah legitimasi
kekuasaan serta kekuatan sosial politik yang dibawa kepada muara pemilihan dan
penetapan perwakilan politiknya di lembaga legislatif, dimana para wakil-wakil
rakyat dipilih untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah aspirasi
masyarakat. Pemilu legislatif mengambil peranan penting dalam menentukan
wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi legislatif. Sebagaimana yang
tercantum dalam UU Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pemilu legislatif yang telah berlangsung pada tahun 2009 memiliki catatan
tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Indonesia dan memiliki referensi bagi
Pemilu legislatif tahun 2014 yang akan datang. Ditengah persaingan Parpol dan
para kandidat calon Anggota DPRD, suhu politik di Indonesia dan di kabupaten
Sinjai khususnya berada dalam kondisi yang sangat kondusif, walaupun terjadi
persaingan yang di Pemilu legislatif tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan Pemilu
legislatif tahun 2004. Hal ini disebabkan pola persaingan tidak lagi antar Parpol,
akan tetapi antara calon Anggota DPRD di dalam Parpol itu sendiri. Intensitas
5persaingan pada Pemilu legislatif Kabupaten Sinjai tahun 2009 juga lebih tinggi
dibandingkan pada Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Kabupaten Sinjai pada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena lebih
meningkatnya intensitas persaingan pada bursa calon Anggota DPRD yang
menjadi peserta Pemilu legislatif tahun 2009, sehingga tidak bisa dipungkiri
bahwa Pemilu legislatif 2009 memiliki suhu politik yang tinggi.
Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, dimanapun diselenggarakan,
minimal ada 3 stakeholders yang wajib ada, yaitu penyelenggara, peserta, dan
pemilih. Dimana peserta pemilu harus melalui proses verifikasi faktual terhadap
pendukung peserta pemilu, baik yang partai politik maupun peserta perseorangan,
tidak sekedar penelitian aministratif dan kepengurusannya saja sebagaimana
sebelumnya. Dan terakhir dari sisi pemilih data proses pendataan/pendaftaran
dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk kepentingan pemilu saja, melainkan
dirancang sekaligus untuk membenahi sistem administrasi kependudukan yang
masih amburadul, dan secara nasional belum tertegrasi dalam sebuah database
KPU Pusat, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus bekerja dalam situasi
tidak normal dan harus tahan terhadap berbagai tekanan dalam mensukseskan
pemilu 2009. Hal ini sebagai konsekuensi atas pekerjaan KPU yang berada di
medan pertempuran antar politisi, medan konflik antar kekuatan politik, yang
saling memperebutkan kekuasaan politik. Sehingga KPU tidak hanya berhadapan
dengan tekanan berbagai calon dan partai politik yang ingin diloloskan sebagai
peserta pemilu, namun juga menjadi medan perang bagi dua kubu partai politik
yang berkonflik untuk memperebutkan tiket pendaftaran calon DPRD.
6Salah satu persoalan yang mencuat dalam Pemilu 2009 adalah persoalan
Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jutaan warga negara Indonesia diduga kehilangan
hak pilihnya dalam Pemilu 2009 lalu, karena tidak terdaftar di DPT. Di sisi lain,
muncul pula dugaan bahwa banyak orang yang terdaftar lebih dari satu kali, di
samping masuknya nama orang yang sudah meninggal dan anak-anak ke dalam
DPT. Kekisruhan DPT ini memunculkan banyak spekulasi. Ada yang melihat
kekisruhan ini sebagai upaya sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu.
Munculnya nama yang sama di TPS yang berbeda jelas membuka peluang
terjadinya kecurangan, apalagi jika terjadi secara masif. Sementara kelompok
penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) lebih melihat kekisruhan DPT ini sebagai
pelanggaran HAM, karena banyak warga negara yang kehilangan hak pilihnya.
Hilangnya hak pilih ini akan menjadi problem yang sangat serius karena apabila
ternyata ada unsur kesengajaan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 260
UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum.
Beberapa partai peserta pemilu melakukan langkah hukum untuk
membongkar kekisruhan ini, meskipun kemudian Mahkamah Konstitusi menolak
tuntutan mereka. Langkah hukum ini sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila
sedari awal ketika Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilansir KPU, partai politik
secara aktif mendorong kader dan konstituennya untuk memastikan bahwa nama
mereka sudah tercantum di DPS. Fakta bahwa partai politik “terlambat” bereaksi
mengenai kekisruhan DPT dan baru ribut-ribut setelah pemilu legislatif
berlangsung, menunjukkan kelemahan internal mereka sendiri. Kekisruhan DPT,
bisa jadi dianggap punya potensi memberikan keuntungan bagi perolehan suara
7partai, sehingga mereka tidak banyak mempersoalkannya. Akan tetapi begitu
pemilu legislatif menunjukkan bahwa kekisruhan tersebut sama sekali tidak
menguntungkan perolehan suara mereka, di sinilah protes mengenai DPT muncul.
Padahal jika mau ditelusuri, “Audit Daftar Pemilih” yang dilakukan oleh LP3ES
dengan melakukan evaluasi yang sistematik dan ilmiah terhadap kualitas dari DPS
pada Agustus 2008 sudah menunjukkan lemahnya akurasi DPS.
Penggunaan problem DPT sebagai bahan untuk menggugat dan
mempersoalkan hasil pemilu lebih didominasi kepentingan politik partai. Secara
politik, itu sesuatu yang sah dilakukan, namun demikian jauh lebih penting untuk
menggali akar persoalan DPT ini demi supaya kejadian dan kekisruhan yang sama
tidak terulang kembali, baik pada saat Pemilu 2014 maupun dalam pemilihan
kepala daerah yang juga akan berlangsung dalam waktu dekat. Ada beberapa
faktor yang mendasari kekisruhan DPT ini, antara lain: Pertama, data
kependudukan dan sistem verifikasi yang sangat tradisional dan lemah akurasinya.
DPS dimulai disusun dari DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang
disusun oleh Depdagri berdasarkan hasil sensus terakhir (tahun 2000). Proses
pembaruan data hasil sensus untuk kebutuhan pemilu ini dilakukan oleh pejabat di
tingkat dusun (RW) dengan dibantu oleh petugas lapangan (PPS). Dalam tahap
ini, berdasarkan hasil audit LP3ES sudah banyak persoalan yang dihadapi oleh
petugas lapangan, antara lain: rendahnya kualitas data pemilih yang digunakan
sebagai dasar untuk proses pencocokan dan pemuktahiran, mobilitas pemilih yang
tinggi sementara dana terbatas, kurangnya waktu untuk memperbaiki data
lemahnya SDM. Kelemahan SDM terlihat jelas dengan tidak dilakukannya proses
8pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih oleh petugas lapangan.
Dengan demikian, praktis sangat sedikit terjadi perubahan/ perbedaan antara DP4
yang disusun Depdagri dengan DPS yang disusun oleh KPU. Dari segi akurasi
data, menurut LP3ES hanya 39,5% Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang
akurat, sementara 67,9% nama pemilih telah akurat dan 77,1% jenis kelamin
akurat. Namun hanya 58,8% penulisan tanggal lahir yang akurat, dan hanya
68,6% yang menuliskan alamat dengan akurat.1 Kedua, pengabaian terhadap DPS
yang sudah dilansir oleh KPU sejak bulan Agustus 2008, baik oleh partai, warga
negara maupun aparat pemerintah, sehingga proses evaluasi dan verifikasi daftar
pemilih tidak terjadi. Sistem stelsel pasif yang digunakan pada pemilu-pemilu
sebelumnya berusaha disempurnakan dengan mendorong masyarakat untuk juga
berperan aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih. Namun terbukti bahwa tidak ada
perubahan signifikan antara DPS dengan DPT. Ini menunjukkan masih lemahnya
inisiatif warga negara untuk aktif dalam pemilu. Dan ketika warga hanya dilihat
sebagai satuan suara, bukan konstituen yang harus diorganisir dan diberi
pendidikan politik, maka parpol juga tidak melakukan apa-apa untuk membantu
proses penyempurnaan DPT. Pangkal penyebab kekisruhan DPT adalah sumber
data dan proses verifikasi yang lemah. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu
(DP4) yang diberikan Depdagri dan menjadi dasar KPU menyusun daftar pemilih
merupakan data yang buruk kualitasnya. Ini terjadi karena masalah administrasi
kependudukan kita belum tertata dengan baik,belum mampu mengantisipasi
1 Fajar Nursahid. LP3ES: Hanya 79 Persen Pemilih pemilu 2009 masuk DPS.
http://news.detik.com/read/2008/08/21/120103/992099/10/lp3es-hanya-79-persen-pemilih-pemilu-
2009-masuk-dps (20 Juli 2012)
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ganda, kepindahan domisili, up date kelahiran atau kematian,dan sebagainya.2
Dua problem di atas merupakan problem yang juga terjadi pada pemilu
sebelumnya, khususnya pemilu pasca Orde Baru. Hanya saja pada tahun 2004 ini,
demi kepentingan politik untuk menggoyang keabsahan pemilu serta agar pemilu
diulang, persoalan DPT ini mencuat dan seolah-olah secara signifikan dapat
mengubah hasil akhir pemilu. Persoalan menjadi semakin rumit ketika akurasi
data yang sangat lemah ini ditimpali pula oleh rendahnya kualitas penyelenggara
pemilu (KPU). Kualitas KPU ini semakin mempengaruhi kualitas data, di mana
proses pendaftaran pemilih sempat terkendala oleh belum terbentuknya struktur
penyelenggara Pemilu (KPUD, PPK hingga PPS) di beberapa daerah.
Potensi kisruh akibat ketidak akuratan DPT akan tetap ada selama basis
data yang digunakan untuk menyusun DP4, DPS dan DPT ini juga masih lemah.
Dengan tingkat persebaran penduduk yang tidak merata, mobilitas yang tinggi di
perkotaan, serta tingginya biaya untuk melakukan verifikasi, maka asumsi yang
harus digunakan adalah bahwa daftar pemilih tidak pernah tetap. Padahal data
pemilih disusun berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali.
Maka tidak ada pilihan lain selain melakukan perbaikan administrasi
kependudukan agar menjadi lebih modern. Nomor Induk Kependudukan (NIK),
yang sudah dimulai digunakan pada Pemilu 2009, musti di dalam bentuk data
2 Fajar Nursahid. Kisruh DPT rawan Gugatan. http://lp3es.or.id/2012/index.php (20 Juli
2012)
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digital yang tersentralisir sehingga mudah diverifikasi. Hal ini juga sekaligus
untuk menghindari adanya penduduk yang memiliki identitas rangkap.
Dari segi penyelenggaraan pemilu, untuk lebih memastikan legitimasi
pemilu dan menghindari hilangnya hak pilih warga negara akibat problem
administratif, hendaknya kesiapan dan akurasi data DPT dijadikan salah satu
prasyarat bagi pelaksanaan pemilu. Di sini peran Bawaslu harus diperkuat untuk
melakukan audit terhadap DPS dan DPT, untuk kemudian dapat menentukan
apakah pemilu sudah siap untuk diselenggarakan atau harus ditunda sampai DPT
sudah cukup akurat. Perbaikan sistem administrasi kependudukan dan DPT yang
akurat akan jauh lebih produktif untuk mencegah kejadian yang sama berulang.
Tuntutan akan adanya pelanggaran HAM dengan hilangnya hak pilih nampaknya
terlalu berlebihan. Masyarakat sudah diberi kesempatan cukup panjang untuk
mendaftarkan diri apabila namanya tidak ada di DPS. Pelanggaran HAM terjadi
apabila banyak orang yang sudah tercantum di DPS tiba-tiba tidak ada lagi di
DPT. Pada titik ini, di samping modernisasi sistem administrasi kependudukan,
pembangunan politik kewarganegaraan yang aktif tetap menjadi penting. Warga
yang aktif memantau DPS dan mendaftarkan diri untuk bisa memilih dalam
pemilu, akan memperkuat demokrasi kita.
Perubahan data pemilih sepanjang bukan karena penambahan pemilih baru
masih diperbolehkan. Penambahan pemilih membuat kebutuhan logistik
meningkat, terutama surat suara. Jadi, permintaan ke pusat sekalian, tidak sendiri-
sendiri, supaya distribusi ke tingkat desa bisa bersamaan.
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Kabupaten Sinjai adalah salah satu kabupaten yang tidak lepas dari
masalah Daftar Pemilih Tetap yang terjadi pembengkakan, hal ini terjadi bukan
karena penambahan pemilih baru melainkan kesalahan memasukkan data
sehingga menimbulkan selisih. Untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi
di pemilihan berikutnya KPUD Sinjai melakukan berbagai langkah nyata untuk
mengakomodir partisipasi masyarakat Kab. Sinjai yang cukup tinggi dalam
Pemilu, yang harus disikapi dengan dukungan data yang lengkap.
Sesuai dengan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
serta Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, Pemkab Sinjai berkomitmen
menyukseskan setiap Pemilu dengan memberikan bantuan dalam pendataan
pemilih, pendidikan politik bagi masyarakat, serta bantuan biaya yang bersumber
dari APBD. Dalam sistem politik modern, tidak ada satu negara yang dapat
disebut negara demokratis (oleh masyarakat international) apabila tidak
mengadakan pemilu. Permasalahan apakah pemilihan umum itu dilakukan secara
adil, transparan dan jujur itu merupakan hal lain. Salah satu indikator kematangan
suatu bangsa adalah tingkat partisipasi politik warganya, idialnya partisipasi yang
diidamkan adalah pada proses transformasi public kedalam ranah struktur politik
bukan hanya kehadiran pemilih di TPS Sinjai yang merupakan kabupaten
berpenduduk besar kedua telah sukses dalam pemilu legislatif maupun presiden.
Dengan sekilas uraian diatas mengenai deskriptif fenomena yang
mewarnai kinerja Organisasi KPU Kabupaten Sinjai pada penyelenggaraan
pemilu tahun 2009, mengenai fenomena Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan
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penyelenggaraan pendidikan politik untuk pemilih khususnya di wilayah
Kabupaten Sinjai maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang
“Kontribusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penguatan demokrasi di
Tingkat Lokal (Studi: Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pada
Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Sinjai)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah
pokok:
Bagaimana kontribusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai,
dalam membangaun demokrasi lokal pada Pileg tahun 2009?
Adapun Sub-sub Masalah sebagai berikut:
1. Peran KPU dalam penguatan demokrasi di Kab. Sinjai
2. Analisis Kinerja KPU dalam membangun demokrasi lokal di Kab. Sinjai




Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution,
maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.
Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang
bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak
lain demi kebaikan.. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa
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perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik
positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan
kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia
tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.3
Dengan kontribusi berarti individu tersebut efisisensi dan efektivitas
hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu
yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan
kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran,
kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.
Dari rumusan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat
diartikan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh
seseorang yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam keluarga
sehingga memberikan dampak yang kemudian dinilai dari aspek sosial dan aspek
ekonomi.
2. Penguatan
Penguatan secara etimologi berasal dari kata “kuat” yang mempunyai arti
banyak tenaganya atau kemampuan yang lebih. Sedangkan kata jadian penguatan
mempunyai arti perbuatan (hal dan lain sebagainya) yang menguati atau
menguatkan.
Secara terminologi, penguatan mempunyai makna usaha menguatkan
sesuatu atau hal, yang tadinya lemah untuk menjadi lebih kuat. Penguatan ini
3 http://id.wikipedia.org (Diakses pada tanggal 19 November 2012)
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didasari karena adanya sesuatu yang lemah, untuk menjadi kuat dilakukan proses
penguatan.4
3. Demokrasi
secara Bahasa Arti demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang
berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan. Isitilah “demokrasi”
berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM.
Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang
berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah
berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad
ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara)
atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan
berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi
ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa
4http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2248216-pengertian-
penguatan/#ixzz2CgJSIvEs (Diakses pada tanggal 19 November 2012)
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saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and
balances.5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian
- Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Peran KPU dalam penguatan demokrasi di Kabupaten
Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2009
b. Untuk mengetahui mekanisme kerja yang dilakukan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Sinjai pada Pemilu 2009.
c. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja pada
Pemilu 2009 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai.
- Manfaat Penelitian
Bagi penyusun, penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan
serta pengetahuan sebagai perbandingan antara teori-teori yang telah diterima
dibangku kuliah serta menindak lanjuti dari program penelitian di Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai dengan kenyataan yang ada pada
Pemilu Tahun 2009.
Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
wawasan mengenai pelayanan yang berkualitas serta kinerja dari Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai pada Pemilu Tahun 2009.
Agar menjadi wacana dan memberikan masukan pemikiran serta
menambah referensi skripsi yang ada di Universitas Islam Negeri Alauddin
5 http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/10/pengertian-demokrasi.html (diakses pada




Ada beberapa buku yang bisa menjadi rujukan dalam membahas skripsi
ini, pertama: Gregorious Sahdan, S.IP, jalan transisi Demokrasi Pasca Soeharto,
Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004. Buku membahas tentang transisi demokrasi
di Indonesia aetelah reformasi. Dalam pembahsan buku ini, penulisanya banyak
menerangkan tentang pola-pola konsolidasi demokrasi pasca reformasi.
Kedua: Zakaria bangun, SH.,MH, Demokrasi dan kehidupan Demokrasi di
Indonesia. Meda: Bina Media Perintis, 2008. Buku membahas tentang bagaimana
perangka-perangkat  demokrasi di Indonesia berjalan maksimal seperti partai
politik termasuk pemnyelenggara pemilihan umum (KPU).
Ketiga: George Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003.buku ini membahas tentang tentang bagaimana jalan
demokrasi menuju proses demokratisasi di Indonesia berjalan maksimal. Oleh
karena itu, bagi penulisnya bahwa demokrasi baru dikatakan maksimal ketika
rakyat menjadi sejahtera.
F. Landasan Teori
Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan
suatu penelitian sehinggga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis,
dan ilmiah. Kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan
permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar
pemikiran yang benar.
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Menurut pendapat Koentjoroningrat Teori adalah merupakan pernyataan
mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang di teliti dalam
satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.6
Menurut Masri Singarimbun Teori adalah serangkaian asumsi, konsep,
definisi, dan proposisi yang merupakan suatu fenomena sosial secara sistematis
dengan cara menghubungkan antar konsep”.7
Menurut definisi ini, teori mengandung tiga hal, yaitu: Pertama, teori
adalah serangkaian proposisi atau konsep yang berhubungan. Kedua, teori adalah
menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan cara menentukan
hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dan cara
menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan
bagaimana bentuk hubungannya.8
Selanjutnya ada beberapa konsep yang akan menjadi pegangan teori dalam
menganalisis permasalahan yang ada:
2. Kinerja Organisasi
Menurut WJS Purwodarminto Kinerja adalah hasil kerja yang di capai
oleh seseorang karyawan dalam melaksanaan tugas yang di bebankan
kepadanya”.9 Kinerja (performance) dapat di definisikan sebagai tingkat
pencapaian hasil atau “the degree of accomplishment” atau dengan kata lain,
kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Semakin tinggi kinerja
6 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, P.T Gramedia, Jakarta, 1997,
hal.9
7 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metodologi Penelitian Sosial, LP3S, 1989,
hal.17.
8 Ibid. Hal.17.
9 Purwodarminto,WJS, Kamus umum bahasa indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 1986
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organisasi semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. jadi, suatu
organisasi dikatakan memiliki kinerja yang optimal, jika menghasilkan sesuatu
yang menguntungkan bagi para pemegang sahamnya.10
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawab masingmasing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang
bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai etika”.11 Jadi ,
Kinerja dapat di artikan seberapa Jauh tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam
upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
Kriteria kinerja diekspresikan sebagai aspek-aspek kinerja yang mencakup
baik atribut maupun kompetensi. Atribut berupa pengetahuan, keahlian dan
pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan  berhasil dan
kompentensi berupa keahlian–keahlian tertentu yang dapat ditunjukan oleh staf,
lebih lanjut Darma Surya menyebutkan tentang kreteria-kreteria kinerja berikut
ini:12
a. Pengetahuan profesional dan teknis penguasaan dan pengunaan pengetahuan
dan keahlian provesional/teknis dan berhubungan dengan pekerjaan yang
relevan;
b. Pengetahuan organisasional,  pengetahuan yang efektif atau organisasi dan
apresiasi terhadap persoalan yang lebih luas;
10 Hesel Nogi S.Tangkilisan, Manajemen Modern Untuk Sektor Publik, Balairung & Co,
Yogyakarta,2003, hal.1.
11 Suyadi Prawirosentana, Kebijakan kinerja Karyawan, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal.1.
12 Darma Surya,2005, Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar
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c. Antar Pribadi dan komunikasi, kemampuan untuk membuka hubungan dengan
orang lain baik secara individu maupun dalam tim dan untuk menyampaikan
serta menerima pesan baik secara tatap muka ataupun tertulis;
d. Keahlian-keahlian untuk mempengaruhi, mengambil tindakan untuk
mempengaruhi prilaku dan keputusan orang lain;
e. Berpikir kritis, mampu memahami persoalan, mengindentifikasikan  dan
memecahkan masalah dan berpikir sambil berjalan;
f. Mengelola diri sendiri dan belajar, mampu untuk mempertahankan  energi
yang diarahkan secara tepat, stamina mengendalikan diri  sendiri dan
mempelajari prilaku–prilaku baru;
g. Pencapaian dan tindakan, berfokus pada pencapaian hasil ketekunan untuk
segera berjalan dan terus berjalan.
h. Inisiatif dan tindakan, menciptakan dan menghargai gagasan dan sudut
pandang baik.
i. Sudut pandang strategis, mampu berpikir secara luas, menganalisis  dan
menghargai perbedaan sudut pandang.
Kapasitas bagi perubahan kemampuan untuk menghadapi  perubahan yang
konplek dan berkesinambungan untuk bersikap fleksibel dan untuk menangani
ketidakpastian. Dengan demikian kinerja diartikan sebagai suatu cara untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi,  kelompok dan individu
dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah
direncanakan, standard dan persayaratan kopentensi yang telah dilakukan.
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Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan yang
sangat penting bagi setiap organisasi karena penilaian tersebut di gunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dari
penilaian tersebut, juga akan menjadi input untuk perbaikan serta peningkatan
kualitas organisasi. Pengukuran kinerja aktivitas didisain untuk menilai aktivitas
tersebut dilaksanakan dan hasil yang diperoleh. Kinerja atau prestasi yang diraih
oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:13
a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, tetapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar
input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian
general acumiting offside (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran
produktifitas yang lebih luas dengan memasukkan beberapa besar pelayanan
publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator yang
penting.
b. Kualitas Pelayanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam
menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang
terbentuk mengenaim organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat
terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian
kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja
13 Agus Dwiyanto . Dkk, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta,
Gadjah Mada University Press
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organisasi publik.  Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat
sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat
seringkali tersedia mudah dan murah. Informasi mengenai kepuaan terhadap
kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media masa atau diskusi publik.
Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi
publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bias menjadi
parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
c. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenai kebutuhan
masyarakat,  menyusun agenda prioritas pelayanan, dan mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara
program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena
responsivitas  secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik
dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk  memenuhi kebutuhan
masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan
antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukan
kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.
Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki
kinerja yang jelek pula
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d. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijaksanaan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh
rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat,
dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam
konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa
besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak
masyarakat banyak.
Kinerja orgainsasi publik tidak hanya bias dilihat dari ukuran internal yang
dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian  target.
Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai  dan
norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki
akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan
nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
Kegunaan penilaian kinerja adalah:
a. Menilai kualitas, kuantitas dan efisiensi pelayanan
b. Memotivasi birokrat pelaksana
c. Memonitor para kontraktor
d. Melakukan penyesuaian anggaran
e. Mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang
dilayani
f. Menunutun perbaikan dalam pelayanan publik
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Penyebab kesulitan dalam pengukuran kinerja adalah :
a. Tujuan dan misi organisasi pelayanan publik sangat kabur bersifat
multidimensional
b. Stakeholders (pengambil kebijakan) jauh lebih banyak dan komplek dari pada
organisasi swasta
c. Stakeholders sering kali memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu
dengan yang lainnya.
3. Organisasi Publik
Menurut Stoner organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang
melalui nama orang-orang dibawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.
Organisasi publik merupakan organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan
memberikan pelayanan serta menyediakan sarana dan prasarana kepada
masyarakat tanpa bertujuan mencari keuntungan atau profit. Dalam hal ini
masyarakat sebagai konsumen pemerintah. Organisasi publik sebenarnya tidak
jauh berbeda dengan organisasi pada umumnya.Yang membedakan yaitu sasaran
tujuannya yaitu masyarakat secara luas. Secara umum terdapat terdapat dua
variabel penyusunan organisasi yaitu varibel Secara umum terdapat terdapat dua
variabel penyusunan organisasi yaitu varibel manusia dan variabel-variabel
organisasi. Variabel–variabel organisasi sendiri mempunyai unsurunsur
tertentu.Unsur-unsur inilah yang kemudian membedakan suatu organisasi yang
satu dengan organisasi lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah tujuan (goals),
teknologi, dan struktur.
Menurut Clive Hoetman ciri-ciri organisasi publik adalah:
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a. Tidak dapat memilih konsumsi
b. Perannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
c. Politik pengistitusi konflik.
d. Pertanggungjawaban yang kompleks.
e. Sangat sering di teliti.14
Macam-macam organisasi pemerintahan, organisasi bisnis, dan organisasi
sosial yang semua merupakan organisasi publik yang memberikan pelayanan
secara luas kepada masyarakat. Organisasi publik tentu sangat berbeda dengan
organisasi privat. Organisasi privat atau swasta biasanya dalam memberikan
pelayanan lebih baik dari pada pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik.
Hal ini dikarenakan organisasi swasta lebih memperhatikan kualitas pelayanan,
kepuasan dari konsumen, serta daya saing yang sehat.
Namun tak jarang kini organisasi publik yang kini digunakan untuk ajang
bisnis yang mengasilkan keuntungan. Perbedaan sifat serta karakteristik sektor
publik dengan sektor swasta dapat dilihat sebagai berikut:
a. Tujuan Organisasi
Sektor swasta bertujuan untuk memaksimumkan laba, sedangkan sektor
publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik tanpa motivasi mencari
keuntungan.
b. Sektor Pembiayaan
Sektor Publik : pajak, retribusi, utang, oblikasi pemerintah, laba
BUMN/BUMD, penjualan aset Negara dan sebagainya.
14 Ahmad Nurmandi, Manajemen Perkotaan , Lingkar Yogya, 1996, hal.5.
25
Sektor Swasta : pembiayaan internal, misalnya :modal sendiri, laba
ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal, misalnya: utang bank, oblikasi ,
penerbitan saham.
c. Pertanggungjawaban
Organisasi sektor swasta bertanggung jawab kepada masyarakat
(public)dan parlemen (DPR/DPRD). Sedangkan organisasi sektor swasta
bertanggung jawab kepada pemegang saham atau kreditor.
d. Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan
hierarkis. Sedang struktur organisasi pada sector swasta lebih fleksibel.
e. Karakteristik Anggaran
f. Stakeholder yang mempengarui.15
4. Pemilu
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.16
Pemilu telah berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan suatu
sistem politik. Dalam sebuah negara yang menganut demokrasi.17 Pemilu menjadi
bagian yang tak terpisahkan. Tak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Pemilu
15 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset,Yogyakarta, 2002, hal.7.
16 Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
17 Donald Parulian,1997. Menggugat Pemilu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 4
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merupakan wujud paling nyata daripada demokrasi. Pemilu berhubungan erat
dengan demokrasi karena pemilu merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi.
Pemilu merupakan komponen penting di dalam negara demokrasi yang menganut
system perwakilan sebab berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikuspolitikus
yang akan mewakili suara rakyat di lembaga perwakilan.
Pemilu pada dasarnya adalah sarana untuk membangun kelembagaan
politik yang demokratis. Pemilu sesungguhnya digelar untuk menjamin proses
kompetisi dan pergantian kekuasaan yang dapat berjalan dengan aman, damai, dan
professional.18
Pemilu adalah sebuah prosedur untuk melahirkan  Good Government yang




d. Prinsip melaksanakan ketertiban
e. Prinsip efisien dan efekitf Prinsip komitmen untuk menjalankan  prinsip-
prinsip tersebut.
Pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi guna memujudkan sistem
pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan telah dilaksanakan 10 (sepuluh) kali
sejak Indonesia  memproklamasikan kemerdekaan hingga Pemilu Tahun 2009,
Pemilu  pertama dilaksanakan pada Tahun 1955 dan kemudian disusul pemilu
18 Ibid., h. 6
27
berikutnya pada Tahun 1971, 1977, 1982,1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan yang
terakhir pada tahun 2009.
Pada prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai
pertama, kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai
pihak.  Kedua, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik
dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elite politik yang
berhak duduk mewakili masyarakat. Akibatnya muncul perlombaan  make-up
dalam mendapat simpati sebagai wujud representasi masyarakat lain.  Ketiga,
sirkulasi pada elite politik yang berujung pada perbaikan  performance pelaksana
eksekutifnya.19
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Satu tahun setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum(Pemilu)tahun 1999,
Pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang perubahan
Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Pokok isi dari UU No 4 Taun 2000
adalah adanya perubahan penting yaitu, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum
mulai tahun 2004 di laksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU)
yang independent dan non partisan.
KPU baru terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang–orang yang
independent dan non partisan. Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa di
lepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu tahun 1999. Pada saat itu KPU
beranggotakan fungsionaris partai peserta pemilu partai politik peserta
Pemilu.Dalam perjalanan KPU saat ini, publik melihat secara jelas bagaimana
19 Tataq Chidmad,S.H.2004,Kritik Terhadap Pemilihan Langsung,Yogyakarta,Pustaka
Widyatama,hal. 1
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sangat kuatnya unsur kepentingan (interest) mewarnai kegiatan KPU, sehingga
sangat sering dalam pembahasan keputusankeputusan
KPU harus menghadapi situasi deadlock. Kenyataan ini tentu tidaklah
menggembirakan khususnya di lihat dari sudut pengembangan citra dan
perkembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemililahan Umum(Pemilu).
Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu
seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan, serta kuatnya tuntutan
dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus bersih dari
intervensi partai politik dan pemerintah.
Sifat independent dan nonpatisan KPU saat ini tercermin dari proses
seleksi calon anggota KPU. Dari semua calon anggota KPU yang di ajukan
Presiden kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan,tidak satupun yang berasal
dari partai politik. Pada umumnya para calon berasal dari kalangan perguruan
tinggi dan lembaga swadaya masyarakat(LSM). Secara lebih jelas persyaratannya
untuk menjadi anggota KPU secara lebih rinci adalah sebagai berikut:
a. Sehat jasmani dan rohani
b. Berhak memilih dan di pilih
c. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan
d. Mempunyai integritas pribadi yang kuat dan jujur.
e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
f. tidak sedang menduduki jabatan politik atau jabatan structural dalam jabatan
pegawai negeri.
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KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini
tercantum
dalam Undang-Undang tentang pemilu. Seluruh anggota KPU dan perangkat
pendukungnya menyadari bahwa rakyat menghendaki pemilu 2009 lebih
berkualitas dari Pemilu sebelum-sebelumnya. Oleh kaena itu, pada Pemilu 2009,
KPU harus mampu menyelenggarakan pemilu tetap mengedepankan pencapaian
azas-azas umum penyelenggaan Pemilu yaitu: Langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil serta beradap. Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut, KPU
menyiapkan sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggaraan pemilu.
Misalnya peraturan Tata Tertib KPU dan Kode Etik Pemilu. Selain Hak dan
Kewajiban sebagaimana di atur dalam ketentuan-ketentuannya Perundangan, KPU
juga wajib:
a. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara
b. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil
c. Menghormati azas keterbukaan dn pentingnya memberikan akuntabilitas
kepada masyarakat.
d. Melaksanakan tugas yang di tetapkan sesuai Undang –Undang
e. Mengusahakan agar setiap peseta pemilihan umum meliputi partai politik,
calon anggota legislative dan calon pemilih, mendapat perlakuan yang adil
dan setara.
f. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan intansi
terkait
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g. Menunjang pemantauan Pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan
efisien.20
Usul pencalonan dilakukan oleh pemerintah. Sebanyak 22 nama yang di
usulkan kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui
mekanisme uji kelayakan (Fit and Proper Test), DPR menetapkan sebelas nama .
Nama yang ditetapkan DPR kemudian disahkan dan diangkat menjadi anggota
KPU Dengan terbentuknya KPU baru yang beranggotakan 11 orang dan bukan
berasal dari partai politik , sehingga diharapkan betul-betul dapat melaksanakan
tugasnya secara independen dan non partisan, maka dengan sendirinya KPU lama
yang beranggotakan para fungsionaris partai dibubarkan. Tetapi, Perubahan
keanggotaan KPU tidak mengubah secara menndasar tugas pokok dan fungsi
KPU, Yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan
seluruh tahap-tahap yang harus ditempuh, mulai dari pendaftaran hingga
peresmian keanggotaan legislatif, melakukan penelitian, seleksi dan penetapan
partai politik yang berhak mengikuti Pemilihan Umum.
a. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum(KPU) diatur dalam Pasal
8, 9, 10 UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Berikut ini Tugas dan Wewenang KPU berdasarkan UU No.22 Tahun 2007 yang
meliputi dari KPU Pusat, KPU Propinsi, KPUD Kabupaten pada Pemilu Tahun
2009.
20 KPU (www.kpu.go.id), Tentang KPU “ Peraturan Tentang Penyelenggaraan
Pemilu”(20 Juli 2012)
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I. Pasal 8, tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.
1. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-
tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
g. Menetapkan peserta Pemilu;
h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di
KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita
acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
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i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilu dan Bawaslu;
j. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan
mengumumkannya;
k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan;
n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan
KPPSLN;
o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Bawaslu;
p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris
Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
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penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan
rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
r. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye
dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
undangundang.
2. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden meliputi:
a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU
kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-
tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
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g. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang
telah memenuhi persyaratan;
h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi
dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;
i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilu dan Bawaslu;
j. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan
mengumumkannya;
k. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dan membuat berita acaranya;
l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan;
m. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan
KPPSLN;
n. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Bawaslu;
o. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris
Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti
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melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan
rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye
dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
undangundang.
3. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
a. Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesua
dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan;
c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
d. Menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota;
d. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang
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sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
undangundang.
4. KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah berkewajiban:
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat
waktu;
b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan
setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang
inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta
menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
g. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani
oleh ketua dan anggota KPU;
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h. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada
Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan
sumpah/janji pejabat; dan
i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan
perundangundangan.
j.
II. Pasal 9 tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi.
1. Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal di provinsi;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;
e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan
menyampaikannya kepada KPU;
f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
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berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di
provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita
acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
i. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
mengumumkannya;
j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah
pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita
acaranya;
k. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwaslu Provinsi;
m. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan
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pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada
masyarakat;
o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU
dan/atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal di provinsi;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;
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e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan
menyampaikannya kepada KPU;
f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU
Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara;
g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
h. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwaslu Provinsi;
j. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan
pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada
masyarakat;
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l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU
dan/atau undang-undang.
3. Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman
dari KPU;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-
tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman dari KPU;
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih
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g. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi;
h. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
provinsi yang telah memenuhi persyaratan
i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan
hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam
wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU
k. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi
yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara
dan sertifikat hasil penghitungan suara;
l. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan
mengumumkannya;
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m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
provinsi terpilih dan membuat berita acaranya;
n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi kepada KPU;
o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwaslu Provinsi
q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan
pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas
dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat
s. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
t. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;
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u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
v. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
dan
w. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU
dan/atau undang-undang.
6. KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah berkewajiban:
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
waktu;
b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan
setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
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f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang
inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada
Bawaslu;
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang
undangan.
III. Pasal 10 tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.
1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal di kabupaten/kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
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f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan
membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi
suara;
h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara
hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan
hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
k. k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap
daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat
berita acaranya;
l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
47
m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal di kabupaten/kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
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d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU
dan/atau KPU Provinsi;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-
tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
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e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan
menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
i. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di
wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita
acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
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l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan
hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU
Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan
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peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU
Provinsi;
t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
u. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi dan/atau undang-undang.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah berkewajiban:
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
waktu;
b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan
setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
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e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang
inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan
tembusannya kepada Bawaslu;
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota
dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU
Provinsi; dan Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh
peraturan perundangundangan.
Sesuai Al-Qur’an tugas dan wewenang KPU juga dijelaskan dalam Q.S
















Terjemahan: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat.
59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya.








Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
7. Konsep Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata “Demos” yang berarti rakyat, dan “kratos”
yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan
yang diuruskan oleh rakyat dalam suatu masyarakat. Demokrasi juga dimaknai
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sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memilih kedaulatan
untuk memerintah. Demokrasi memntingkan kehendak, pendapat serta pandangan
rakyat itu sendiri. Dan corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan
dengan cara mufakat21. Oleh karena itu, demokrasi yang kuat adalah demokrasi
yang bersumber dari nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan
rakyat.22
a. Pengertian Demokrasi
Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah
metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga
negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-
pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan “demokrasi”23
Menurut Robert A. Dahl, demokrasi adalah suatu sistem politik yang
memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara
umum dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga
negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi.24
b. Sejarah Demokrasi
Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa azas
dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai
demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno, diciptakan suatu sistem dan gagasan
21 Gregorious Sahdan, S.IP, jalan transisi Demokrasi Pasca Soeharto, Yogyakarta: Pondok
Edukasi, 2004, H. 12
22 Zakaria bangun, SH.,MH, Demokrasi dan kehidupan Demokrasi di Indonesia. Meda:
Bina Media Perintis, 2008. H. 2
23 George Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003,
h. 14
24 Ibid, h. 18
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mengenai kebebasan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang
menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara (city-state)
Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke 3 sebelum masehi) merupakan
demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana
hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh
seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat
langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena
berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah
penduduk sedikit.
Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dimuka dunia Barat
ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa
memasuki abad Pertengahan (600-1400). Dilihat dari sudut perkembangan
demokrasi Abad Pertengahan menghaslkan suatu dokumen penting yaitu Magna
Charta, dimana isi dokumen itu merupakan semacam kontrak antara beberapa
bangsawan dan Raja untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dari
bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan
sebagainya.
Dalam perkembangannya di Abad Pertengahan, muncul dua kejadian
sebagai perubahan sosial dan kultural, yaitu zaman Abad Pencerahan
(Renaissance) yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran tentang negara dan
hokum dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu
(1689-1755) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778)25 dan Reformasi. Kedua
25 Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu,2007, h.132
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masa itu mempersiapkan Eropa Barat untuk dalam masa tersebut menyelami masa
Abad Pemikiran (Aufklarung) beserta Rasionalisme, suatu aliran pemikiran yang
ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh
Gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (Ratio) semata.
Kebebasan berfikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan demokrasi di
bidang politik. Kemudian dalam perkembangannya, muncul monarki-monarki
absolut dimana anggapan Raja adalah segalanya. Namun kecaman dan
pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas teori
rasionalistis (contract social), dimana dalam pemikirannya bahwa prinsip
keadilan berlaku bagi semua waktu serta semua manusia baik dia raja, bangsawan
atau rakyat jelata.
Raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggrakan dan
menciptakan ketertiban suasana dimana rakyat dapat memiliki hak-hak alamnya
(natural right) dengan aman. Dan rakyat akan menaati pemerintahan raja asal
hak-hak alam itu terjamin. Pada hakekatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan
usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak
politik rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi.26 Dan sebagai akibat dari
pergolakan tersebut, maka pada akhir abad ke 19, gagasan mengenai demokrasi
mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi
ditahap ini semata-mata bersifat politis dan medasarkan dirinya atas azas-azas
kemerdekaan individu, kesamaan hak (equal rights) dan hak-hak pilih untuk
semua warga negara (universal suffrage).
26 Zakaria Bangun,S.H.,M.H, Loc.cit.,h. 3
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c. Karakteristik Demokrasi
Gagasan tentang demokrasi yang sangat besar dan seringkali tidak
tertembus dalam hal pengertian secara umum, memungkinkan untuk mengenali
beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh proses pemerintahan sebuah asosiasi
agar dapat memenuhi suatu persyaratan yaitu bahwa seluruh anggota memiliki
hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan kebijakan. Adapun
kriteria secara umum mengenai demokrasi adalah sebagai berikut: 27
1. Partisipasi Efektif
Yaitu dimana sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh
anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat
pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana
seharusnya kebijakan itu dibuat.
2. Persamaan Suara
Ketika tiba akhirnya pembuatan keputusan tentang kebijaksanaan itu,
setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk
memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.
3. Pemahaman yang Cerah
Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai
kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan
alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.
4. Pengawasan Agenda
27 Robert A. Dahl, Loc.cit., hal. 52-53
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Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan
bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda. Jadi proses
demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria sebelumnya tidak pernah tertutup.
Berbagai kebijakan asosiasi tersebut selalu terbuka untuk dapat diubah oleh para
anggotanya jika mereka menginginkan seperti itu.
5. Pencakupan Orang Dewasa
Semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjdi
penduduk tetap seharusnya memiliki kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan
oleh empat kriteria sebelumnya.
Pemahaman tentang demokrasi dalam ilmu politik ada dua macam, yaitu
demokrasi secara normatif dan demokrasi secara empirik. Demokrasi normatif
adalah demokrasi yang hendak dilakukan oleh negara seperti ungkapannya
“pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Syarat suatu demokrasi
normatif adalah memiliki karakteristik pokok sebagai berikut:28
1. Adanya konstitusi yang membatasi kekuasaan dan mengontrol aktivitas
pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, ataupun kombinasi
antara keduanya.
2. Pemilihan untuk para pejabat publik yang dilakukan secara bebas.
3. Hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan.
4. Kebebasan berekspresi.
5. Kebebasan pers dan adanya akses untuk sumber-sumber informasi alternatif.
28 Zakaria Bangun.,S.H.,M.H,Loc.cit.,h. 10
60
6. Kebebasan berasosiasi.
7. Adanya kesetaraan dalam hukum.
8. Warga negara yang terdidik dan mengetahui terinformasi mengenai hak dan
kewajibannya sebagai warga negara.
Demokrasi secara empirik adalah demokrasi yang ditemukan atau
dipraktikkan dalam kehidupan politik nyata. Dan adapun karakteristik demokrasi
secara empirik, adalah sebagai berikut:
1. Pemilihan umum.
2. Terlaksananya prinsip check and balances.
3. Rotasi kekuasaan yang objektif dan terbuka.
4. Adanya partai politik yang demokratis.
5. Menikmati hak-hak dasar.
6. Persamaan di hadapan hukum.
7. Akuntabilitas pejabat29
d. Elemen-elemen Demokrasi
Langkah pertama dalam menentukan demokratis tidaknya suatu negara
adalah dengan memberi tolak ukur terhadap adanya elemen-elemen demokrasi di
dalamnya. Walaupun, dalam setiap negara berbeda-beda dalam cara pandang





Kompetisi menyengkut tersedianya hak-hak dan kebebasan terutama bagi
anggota sistem politik. Meningkatnya kompetisi berarti meningkatnya peluang
bagi oposisi politik dan meningkatnya kompetisi untuk meraih kekuasaan
pemerintahan. Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok
organisasi (khususnya partai politik) pada seluruh oposisi kekuasaan pemerintah
yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan
kekerasan.30
2. Partisipasi
Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang
memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Pada rezim demokratis, seluruh
warga negara dewasa memperoleh hak dan kebebasannya secara penuh. Tingkat
partisipasi politik dapat dilihat dari pemilihan pemimpin dan kebijakan. Melalui
pemilihan bebas secara teratur dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama
yang disingkirkan.
3. Kebebasan Politik dan Sipil
Tingkat kebebasan politik dan sipil diartikan sebagai kebebasan
berpendapat, kebebasan pers (media), kebebasan mendirikan dan menjadi anggota
organisasi, cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik di
suatu negara.
Menurut Robert.A.Dahl, kondisi yang diperlukan agar pemerintahan
demokrasi berjalan stabil adalah:
30 Georg Sorensen, Loc.cit.,h.20
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1. Para pemimpin tidak menggunakan koersi kekerasan, yaitu “polisi dan
militer” untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya.
2. Adanya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis.
3. Potensi konflik dan pluralisme struktural dipertahankan pada tingkat yang
masih dapat ditoleransi.
4. Dalam masyarakat, khususnya yang aktif dalam politik, ada budaya politik
dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki
(demokrasi politik).
Dan untuk mencapai demokrasi yang stabil dalam suatu negara, diperlukan
suatu pemerintahan yang kuat, ciri-cirinya adalah:
1. Memiliki birokrasi yang efisien dan tidak korupsi.
2. Memiliki elit politik yang berkemauan dan mampu memberikan prioritas pada
pembangunan ekonomi.
3. Memiliki kebijakan yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan
pembangunan
e. Keunggulan Demokrasi
Robert A.Dahl mengemukakan bahwa terdapat dua dimensi dasar
demokrasi yangsaling berkaitan, yaitu:
1. Tersedianya peluang persaingan bebas dan terbuka untuk mendapatkan semua
kedudukan dan kekuasaan politik.
2. Terdapat jaminan bagi partisipasi politik seluruh warga negara.
Oleh karena itu yang menjadi inti demokrasi adalah pemilihan yang
bersifat umum, bebas dan setara. Atas dasar prinsip demokrasi yang dikemukakan
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oleh Dahl, maka yang terjadi adalah keunggulan demokrasi, yaitu yang
mendorong warga masyarakat untuk berinisiatif dan krestif untuk mendapatkan
jabatan atau kekuasaan politik sesuai dengan hokum yang berlaku dalam negara
tersebut.
Robert A.Dahl mengemukakan, ada beberapa hal pokok yang menjadi
keunggulan dari aspek demokrasi, antara lain:
1. Demokrasi membantu dalam mencegah timbulnya pemerintahan kaum
autokrat yang kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak
diberikan, dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya
daripada alternatif lain yang memungkinkan.
4. Demokrasi melindungi orang-orang yang berkaitan dengan kepentingan pokok
mereka. Misalnya, kelangsungan hidup, cinta, tempat bernaung, rasa hormat,
pakaian, kebebasan memilih, memiliki keyakinan dan lain-lain
5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan
yang sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan
menentukan nasibnya sendiri yaitu, untuk hidup di bawah hukum yang mereka
pilih sendiri.
6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan
yang sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih daripada alternatif lain
yang memungkinkan.
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8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan
kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi modern tidak berperang satu sama lain.
10. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih
makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.
Antara pemilihan umum (pemilu) dan demokratisasi politik memiliki
hubungan yang sangat erat. Pemilu merupakan suatu prosedur yang melaluinya
para anggota masyarakat atau organisasi memilih orang untuk memegang suatu
jabatan tertentu. Walaupun konsep tentang pemilu masih sangat ditentukan oleh
system politik masing-masing negara, namun ide dasar pemilu adalah cara yang
demokratis untuk memilih organ perwakilan rakyat. Karena itu para pemilih harus
dapat memberikan suaranya secara bebas, yakni memilih di antara para calon atau
partai-partai politik, di antara ideologi  yang berbeda-beda dan di antara program
kebijakan yang bermacam-macam pula.
Bagi system politik Barat-Liberal pemilu memiliki empat tujuan pokok.
Pertama, membentuk basis konsep demokrasi liberal. Tanpa pemilu, tanpa
persaingan terbuka di antara kekuatan social dan  kelompok politik dalam menuju
kekuasan politik maka tidak ada demokrasi. Kedua, pemilu meligitimasikan
system politik. Ketiga, mangabsahkan kepemimpinan politik. Keempat, pemilu
sebagai unsur pokok partisipasi politik di negara-negara demokrasi Barat. Dari
waktu ke waktu perjuangan kearah demokrasi makin berat. Tetapi tuntutan
demokratisasi tidak terbendung.
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Dengan pemilu denokrasi ditegakkan. Untuk itu harus ada partai politik yang




Pada penelitian ini akan di gunakan metode deskriptif atau analisa
kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bermaksud
untuk membuat penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai
fakta-fakta dan sifat populasi.
Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di sediliki. 31
Terkait dengan kontribusi yang diangkat maka penelitian ini digunakan
untuk memberikan gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh KPU
Kabupaten Sinjai terkait dengan kinerja-kinerja sesuai dengan visi dan misi pada
Pemilu 2009 di wilayah Kabupaten Sinjai.
2. Waktu dan lokasi Penelitian
Suatu hal yang sangat penting dalam penelitian adalah menentukan waktu
dan lokasi penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini berlangsung selama
dua bulan, yang dimulai dari tanggal 21 September 2012 sampai 21 November
2012. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di wilayah
31 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1980, hal. 63
66
Kabupaten Sinjai Khususnya pada KPU Kabupaten Sinjai. Alasan dilakukannya
penelitian di KPU Kabupaten Sinjai untuk mengetahui kinerja Organisasi KPU
Kabupaten Sinjai mulai dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Sosialisasi,
dan pendidikan politik pada pemilu Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Sinjai.
3. Teknik Pengumpulan data
a. Dokumentasi
Dengan mempelajari data yang mendukung penelitian yang di peroleh
dengan mengunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengunakan dokumen
yang ada sebagai bahan literature yang di dapat dari buku, jurnal, media massa,
serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.
b. Wawancara
Upaya dengan cara melakukan komunikasi aktif dengan anggota KPU
Kabupaten Sinjai di sekretariat KPU Kabupaten Sinjai, serta beberapa pihak yang
terkait dengan kinerja KPU Kabupaten Sinjai pada Pemilu Tahun 2009 yang
meliputi dari Panitia Pengawasan Pemilu(Panwaslu), Salah satu peserta Partai
Politik dan masyarakat di Kabupaten Sinjai
c. Observasi
Dengan cara mengamati atas perilaku para pihak-pihak yang terlibat
langsung pada kinerja Pelaksanaan Pemilu 2009 pada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Sinjai. Terkait dengan permasalahan yang diangkat maka
penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang apa yang telah
dilakukan oleh KPU Kabupaten Sinjai terkait dengan kinerja KPU Kabupaten
Sinjai pada Pemilu tahun 2009 di wilayah Kabupaten Sinjai.
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4. Teknik Analis Data
Data yang diperoleh dari pelaksanaan observasi dianalisis secara kualitatif.
Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai gejala
sosial tertentu. Metode ini digunakan untuk pengamatan atau penyelidikan yang
kritis untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan baik terhadap suatu masalah
tertentu dan didalam suatu daerah tertentu.
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Skripsi ini terdiri dari empat Bab, Bab I adalah Pendahuluan diawali
dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan yang
berkaitan dengan judul pembahasan, dan pengertian kata-kata yang terdapat dalam
judul. Bab ini pula diuraikan tujuan dan kegunaan penelitian, terdapat tinjauan
pustaka dimana menjadi dasar dalam dalam menyelesaiakan hasil penelitian,
Metode penelitian yang mana terdiri dari Jenis penelitian, Populasi dan sampel,
Data dan sumber data, Defenisi variable, Metode pengumpulan data, Metode
analisis data. serta garis-garis besar isi skripsi.
Pada Bab II berisi gambaran umum penelitian khususnya gambaran umum
tentang kabupaten sinjai dan gambaran umum tentang Kabupaten Sinjai.
Dalam Bab III berisi analisis dan pembahasan yang berisi deskripsi umum
dan hasil penelitian.
Bab IV Berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah





A. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai
a. Sejarah dan Arti lambang daerah Kabupaten Sinjai
Kabupaten Sinjai mempunyai nilai histories tersendiri, dibanding dengan
kabupaten-kabupaten yang di Propinsi Sulawesi Selatan. Dulu terdiri dari
beberapa kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellu
Limpoe dan Kerajaan – kerajaan yang tergabung dalam federasi Pitu Limpoe.
Tellu limpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir pantai
yakni Kerajaan yakni Tondong, Bulo-bulo dan Lamatti, serta Pitu Limpoe adalah
kerajaan-kerajaan yang berada di daratan tinggi yakni Kerajaan Turungen,
Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka.
Watak dan karakter masyarakat tercermin dari system pemerintahan
demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik di antara kerajaan-
kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan Yakni Sipakatau yaitu
Saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep “Sirui Menre’
Tessirui No’ yakni saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah,
mallilu sipakainge yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan.
Sekalipun dari ketiga kerajaan tersebut tergabung ke dalam Persekutuan
Kerajaan Tellu Limpo’E namun pelaksanana roda pemerintahan tetap berjalan
pada wilayahnya masing-masing tanpa ada pertentangan dan peperangan yang
terjadi diantara mereka.
Bila ditelusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten
Sinjai di masa lalu, maka nampaklah dengan jelas bahwa ia terjalin dengan erat
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oleh tali kekeluargaan yang dalam Bahasa Bugis disebut SIJAI artinya sama
jahitannya.
Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari LAMASSIAJENG Raja
Lamatti X untuk memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulo-Bulo dan
Lamatti dengan ungkapannya "PASIJA SINGKERUNNA LAMATI BULO-
BULO" artinya satukan keyakinan Lamatti dengan Bulo-Bulo, sehingga setelah
meninggal dunia beliau digelar dengan PUANTA MATINROE RISIJAINA
Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai di
masa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng
ini dikenal dengan nama Benteng Balangnipa, sebab didirikan di Balangnipa yang
sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Sinjai.Disamping itu, benteng ini pun
dikenal dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikan secara bersama-sama
oleh 3 (tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulo-bulo, dan Tondong lalu dipugar oleh
Belanda melalui perang Manggarabombang.
Agresi Belanda tahun 1859 – 1561 terjadi pertempuran yang hebat
sehingga dalam sejarah dikenal nama Rumpa’na Manggarabombang atau perang
Mangarabombang, dan tahun 1559 Benteng Balangnipa jatuh ke tangan belanda
Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-
kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba
menentang keras upaya Belanda unntuk memecah belah persatuan kerajaan-
kerajaan yang ada di suilawesi Selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan
terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba
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membujuk Kerajaan Bulo-bulo untuk melakukan peran terhadap kerajaan
Gowa.Peristiwa ini terjadi tahun 1639
Hal ini disebabkan oleh rakyat Sinjai tetap perpegan teguh pada
PERJANJIAN TOPEKKONG. Tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda
VAN DER CAPELLAN datang dari Batavia untuk membujuk I CELLA
ARUNG Bulo-Bulo XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan mengisinkan
Belanda Mendirikan Loji atau Kantor Dagang di Lappa tetapi ditolah dengan
tegas.
Tahun 1861 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah,
takluknya wilayah Tellulimpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan
dengan sebutan Goster Districten. Tanggal 24 pebruari 1940, Gubernur Grote
Gost menetapkan pembangian administratif untuk daerah timur termasuk residensi
Celebes, dimana Sinjai bersama-sama beberapa kabupaten lainnya berstatus
sebagai Onther Afdeling Sinnai terdiri dari beberapa adats Gemenchap, yaitu Cost
Bulo-bulo, Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulo-bulo, Manipi dan
Turungeng. Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya
ditatah sesuai dengaan kebutuhan Bala Tentara Jepang yang bermarkas di
Gojeng. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 1959
Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor
29 Tahun 1959.
Hingga saat ini Kabupaten Sinjai telah dinahkodai oleh 7 (tujuh) orang
putra terbaik yakni dan saat ini Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Bapak Andi
Rudiyanto Asapa, SH, MH.
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Adapun Bupati yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah di
Kabupaten Sinjai adalah :
1. Mayor Abdul Lathief Tahun 1960 - 1963
2. Andi Azikin Tahun 1963 - 1967
3. Drs. H. Muh. Nur Thahir Tahun 1967 - 1971
4. Drs. H. Andi Bintang Tahun 1971 - 1983 ( 2 Periode )
5. H. A. Arifuddin Mattotorang, SH Tahun 1983 - 1993 ( 2 Periode )
6. H. Muh. Roem, SH, M.Si Tahun 1993 - 2003 ( 2 Periode )
7. Andi Rudiyanto Asapa, SH, MH Tahun 2003 - 2013 ( 2 Periode )
Arti Lambang Kabupaten Sinjai
Perisai berbentuk bulat panjang adalah melambangkan kebulatan tekad
dan kebulatan persatuan masyarakat Kabupaten Sinjai dalam menghadapi masa
depan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Kudadan perahu adalah dua jenis alat pengangkutan untuk masyarakat
Kabupaten Sinjai, selain mempunyai arti ekonomi yang luas dan penting, juga
mengandung nilai sejarah dan budaya yang juga merupakan latar belakang
geografis Kabupaten Sinjai.
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Sampul pita dengan lima jenis warna berarti awal terbentuknya Kabupaten
Sinjai terdiri dari lima Kecamatan
Tiga puluh delapan pasak berarti bahwa kekuatan Kabupaten Sinjai
terletak pada perkembangan dan kemampuan ketiga puluh delapan desa (awal
terbentuknya Kabupaten Sinjai)
b. Visi dan Misi Kabupaten Sinjai
Visi
Terwujudnya Kabupaten Sinjai lebih maju dan terkemuka dengan
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis
kemandirian lokasl
Misi
1. Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
2. Membentuk kualias SDM yang unggul dan memiliki daya saing
3. Menguatkan kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat yang
dapat mendukung dan menopang pelakasanaan pembangunan.
4. Mengembangakan peran Kabupaten Sinjai sebagai salah satu pusat pelayanan
dan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya di kawasan timur.
5. Mengembangkan peranan dunia usaha dan investasi dalam pembangunan
berdasarkan potensi lokal.
6. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan
lingkungan.
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c. Keadaan Geografis Kabupaten Sinjai
Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah
Sulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 223 km dari kota Makassar.
Kabupaten sinjai yang memiliki luas 819,96 km persegi terdiri dari 9 Kecamatan
defenitif dengan jumlah Desa sebanyak 67 dan 13 Kelurahan.
Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 502’56’’ sampai
5021’16’’ lintang selatan dan antara 119056’30’’ sampai 120025’33’’ bujur timur.
Disebelah utara berbatasan denganKabupaten Bone, disebelah timur berbatasan
dengan Teluk Bone, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten bulukumba
dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
Secara morfologi, daerah ini lebih dari 55,5% terdiri dari daerah dataran
tinggi. Secara klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur dimana bulan
basah jatuh antara bulan april sampai oktober dan bulan kering antara oktober
sampai april.
Secara ekonomi, daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua
jalur perhubungan yaitu darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota
kabupaten atau kota propinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sedang jalur
laut digunakan untuk hubungan antar daerah di luar propinsi Sulawesi Selatan.
d. Kependudukan
Komposisi penduduk Kabupaten Sinjai didominasi oleh penduduk
muda/dewasa. Dari piramida penduduk Kabupaten Sinjai tahun 2011dapat dilihat
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mengenai penduduk usia 0 – 4 tahun yang jumlahnya lebih kecil dari kelompok
penduduk yang usia lebih tua yaitu 5 – 9 tahun. Ini berarti pemerintah telah
mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibanding sebelumnya.
Hal ini seharusnya dapat terus dipertahankan oleh pemerintah dalam kebijakan
dibidang kependudukan sehingga tidak terjadi ledakan jumlah penduduk di
Kabupaten Sinjai.
Jumlah penduduk sinjai mencapai 228.304 jiwa pada tahun 2009. Angka
ini terus meningkat pada tahun 2011 jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai telah
mencapai 231.182 jiwa. Selama periode 2009 – 2011 tingkat pertumbuhan
penduduk tercatat mengalami penurunan yaitu dari 1,04 % pada tahun 2009
menjadi 1,01 % pada tahun 2011. Dengan luas wilayah sekitar 819,96 km persegi
artinya setiap 1 km persegi ditempati penduduk sebanyak 282 orang pada tahun
2011.
Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan
dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang
nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2011, untuk setiap 100 penduduk
perempuan terapat 93 penduduk laki-laki. Adapun rata-rata anggota keluarga
dalam setiap rumah tangga pada tahun 2011 yaitu sebanyak 4 orang.
Tebel 2.1
Jumlah penduduk Kab. Sinjai Tahun 2009-2012
No tahun Data Penduduk Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1 2010 110.801 118.135 228.936
2 2011 111.888 119.294 231.182
3 2012 132.733 136.186 268.919
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e. Pemerintahan
Selama periode 2009 – 2011 jumlah kecamatan di Kabupaten Sinjai tidak
mengalami perubahan yang diakibatkan mengalami pemekaran. Jumlah
kecamatan sebanyak 9, jumlah desa/kelurahan juga tidak mengalami perubahan
sebanyak 80. Sementara itu jumlah dusun mengalami penambahan yaitu sebanyak
4 dusun.
Jumlah PNS di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan dari 2797 orang
pada tahun 2010 menjadi 2011 orang pada tahun 2011. Dilihat berdsarkan
komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki jauh lebih
besar daripada jumlah pegawai perempuan. Meskipun jumlah pegawai laki-laki
lebih besar akan tetapi pada tahun 2011 terjadi pengurangan sekitar 2,5%
sementara jumlah pegawai perempaun mengalami peningkatan sebesar 4,4%.
Data yang ada memperlihatkan bahwa PNS di Kabupaten Sinjai
mengalami peningkatan kualitas dari sisi pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan
semakin berkurangnya jumlah pegawai yang berpendidikan SMA kebawah
sementara jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi semakin meningkat.
B. Gambaran Khusus KPU Kab. Sinjai
a. Visi dan misi
VISI
Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan
Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel,
demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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MISI
1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan
Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif
dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien
dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan
setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam
Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang
demokratis.
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A. Peran KPU Kab. Sinjai dalam Penguatan Demokrasi pada Pemilu 2009
1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
Tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih dilaksanakan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Sinjai dan dibantu oleh
PPK, PPS, dan PPDP. Tahap pemutakhiran data dann DPT oleh KPU Kab. Sinjai
adalah 07 April sampai dengan 03 Juli 2008.
Tabel 3.1
Daftar Pemilu Tetap Kab. Sinjai tahun 2009
No Kecamatan Data Pemilih






































Tujuan dari pemutakhiran data pemilih adalah :
1. Mengupayakan agar warga negara yang telah memenuhi syarat tercantum
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Memastikan agar DPT tidak memuat nama orang yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai pemilih.
3. Memastikan agar tidak ada duplikasi data.
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Hasil akhir dari pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah
ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dipergunakan sebagai bahan
untuk melakukan pengadaan logistik Pemilukada serta akan dipergunakan juga
oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
Untuk mendukung proses pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih,
KPU Kabupaten Sinjai menetapkan pedoman teknis tentang tata cara
pemutakhiran data dan daftar pemilih pemilukada. Proses Persiapan Data Awal
Pemilih meliputi kegiatan pemberitahuan kebutuhan Data Penduduk Potensial
Pemilih Pemilu (DP4) dan penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Sinjai kepada KPU Kabupaten Sinjai.
Menurut Bapak Sofyan Hamid, SE., MM mengatakan bahwa dalam
persiapan data awal pemilih dimulai dengan pemberitahuan kebutuhan DP4 oleh
KPU Kabupaten Sinjai Kepada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai menandai
dimulainya persiapan pemilukada. DP4 diterima KPU Kabupaten Sinjai paling
lambat 06 Bulan sebelum hari pemungutan suara dan terinci menurut
desa/kelurahan. Setelah KPU Kabupaten Sinjai menerima DP4, kemudian KPU
Kabupaten Sinjai berkordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Sinjai dalam
hal pemutakhiran dan validasi DP4.26
Setelah pihak KPU Kabupaten Sinjai memvalidasi DP4 yang bekerjasama
dengan pihak pemerintah Kabupaten Sinjai, kemudian KPU Kabupaten Sinjai
menyandingkan DP4 yang diterima dengan DPT dari pemilu yang terakhir. Dalam
proses penyusuna daftar pemilih KPU Kabupaten Sinjai menyelesaikan daftar
26 Sofyan Hamid, SE., MM selaku ketua KPU Kabupaten Sinjai (Wawancara tanggal 20
Oktober 2012)
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pemilih tetap 4 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian dengan bantuan
PPS dan PPDP, akan memutakhirkannya menjadi DPT pemilukada. KPU
Kabupaten Sinjai menggunakan DPT sebagai acuan proses pengadaan logistik
pemilukada. Sebagai contoh, kebutuhan pengadaan logistik ditentukan oleh
jumlah dan persebaran pemilih serta jumlah TPS; dengan demikian, keakuratan
data pemilih merupakan salah satu komponen yang penting dalam menentukan
perencanaan pemilukada yang efektif dan efisien.
Menurut Bapak Jaenu, SE selaku Ketua Divisi Perencanaan, Logistik, dan
Keuangan mengatakan bahwa Penyusunan DPT merupakan hal yang harus
dilakukan secara cermat dan sistematis untuk menghasilkan DPT yang akurat.27
Beberapa konsekuensi yang muncul jika akurasi DPT kurang baik adalah :
1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena tidak
tercatat dalam DPT;
2. Persiapan logistik yang kurang efektif dan efisien;
3. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa KPU kurang profesional;
4. Dapat menimbulkan anggapan bahwa ada pelanggaran sistematis;
5. Adanya protes dari masyarakat dan peserta pemilu;
6. Membuka ruang penyalahgunaan hak pilih dan kecurangan dalam pemilu;
7. Terjadinya pemberitaan negatif oleh media massa;
8. Proses dan hasil Pemilukada dianggap cacat;
9. Dapat memunculkan keresahan politik;
10. Dapat memunculkan mosi tidak percaya pada kredibilitas KPU.
27 Jaenu, SE selaku Ketua Divisi Perencanaan, Logistik, dan Keuangan (Wawancara
tanggal 10 Oktober 2012)
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Menurut Hasriana, ST Selaku Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu
mengatakan bahwa DPT merupakan hal yang penting dan vital dalam
penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk menghasilkan suatu DPT yang akurat,
pemutakhiran data pemilih wajib dilaksanakan dengan teliti, cermat, sistematis
dan serinci mungkin.28 Pada kenyataannya pemutakhiran seringkali menghadapi
banyak tantangan1, diantaranya adalah:
1. Belum akuratnya pendataan penduduk dan masih rendahnya kesadaran
masyarakat untuk mengurus data kependudukan yang berbasiskan pada nomor
identitas tunggal secara nasional (single identity number/SIN)
2. Di beberapa daerah waktu pemutakhiran data seringkali tidak cukup, hal
tersebut disebabkan sulitnya mencapai lokasi pemutakhiran (geographical
difficulties) dan luasnya areal pemutakhiran (geographical distance).
3. Mobilitas penduduk (pemilih) yang tinggi, sehingga seringkali saat PPDP
melaksanakan pemutakhiran data pemilih, pemilih sedang tidak berada di
tempat.
4. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pemutakhiran
data pemilih.
5. Kurangnya peran serta masyarakat, media, serta peserta Pemilukada dalam
proses pemutakhiran data pemilih.
2. Pendaftaran peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu
Dalam pemilu 2009 tahap pendaftaran pemilu di Kab. Sinjai dimulai 07
April sampai dengan 03 Juli 2008. Dalam proses pendaftaran pemilu legislative
28 Menurut Hasriana, ST Selaku Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu (Wawancara
tanggal 22 September 2012)
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ditetapkan beberapa syarat penting pendaftaran diantaranya kepengurusan parpol
harus menyertakan keterwakilan 30% perempuan, hingga tingkat kabupaten/kota;
parpol harus memiliki kantor sampai tingkat kabupaten/kota; proses verifikasi
yang menerapkan dua metode, yakni sensus dan sampling.
Dalam pemilu 2009 terdapat 34 partai yang lolos dalam perifikasi peserta
pemilu, Ke-34 parpol ini lolos verifikasi faktual yang dilakukan KPU di tingkat
pusat hingga kabupaten/kota. 34 parpol tersebut ditetapkan menjadi peserta
Pemilu 2009 berdasarkan berita acara KPU No 43/15-BA-VII/2008 tentang
veifikasi faktual.
Parpol yang lolos adalah Partai Barisan Nasional, Partai Demokrasi
Pembaruan. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hanura, Partai
Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Kasih Demokrasi Indonesia,
Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kedaulatan, Partai Matahari Bangsa,
Partai Nasional Benteng Kerakyatan, Partai Patriot, Partai Peduli Rakyat
Nasional, Partai Pemuda Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia,
Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Persatuan Daerah, Partai Republik
Nusantara, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR),
Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai
Demokrat, Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Karya Peduli Bangsa
(PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Indonesia
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(PNI) Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI),
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
3. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Daerah
pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan
kabupaten/kota.
Pemetaan Daerah Pemilihan dalam pemilu 2009 merupakan salah satu
rangkaian terpenting mengingat sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem
proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem ini lebih memungkinkan
masyarakat pemilih dalam menentukan calon anggota legislatif. Selain itu, alokasi
kursi yang tersedia dan diperebutkan dalam pemilu dibagi berdasarkan jumlah
penduduk hak pilih dalam sebuah wilayah yang disebut Daerah Pemilihan (Dapil).
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 10 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 27 ayat (1) yang
berbunyi;
Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan
atau gabungan kecamatan’
Kab. Sinjai berada dalam Sulawesi Selatan II dengan 9 daerah pemilihan.
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4. Pencalonan Anggota DPR/DPRD Kab. Sinjai
Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota dijelaskan oleh UU No 18
Tahun 2008. Di Kabupaten Sinjai, Pendaftaran calon anggota DPRD kab. Sinjai
dimulai 10 Agustus – 26 Oktober 2008, sedangkan penetapan calon anggota
DPRD Kab. Sinjai adalah tanggal 27 oktober 2008. Tahap pencalonan anggota
DPR/DPRD Kab. Sinjai adalah Pengambilan Formulir Calon Anggota
DPR/DPRD yang dilaksanakan tanggal 5 – 9 Agustus 2008, Pengajuan Bakal
Calon Oleh Parpol tanggal 10 – 15 Agustus 2008, Verifikasi Kelengkapan
Administratif tanggal 11 Agustus – 03 September 2008, Penyampaian Hasil Verifi
kasi Kepada Parpol tanggal 12 Agustus – 5 September 2008, Penyusunan dan
Penetapan Daftar Calon Tetap tanggal 09 – 26 Oktober 2008, Pengumuman DCT
Anggota DPR/DPRD tanggal 27 Oktober 2008.
5. Pemungutan dan penghitungan suara
Pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu 2009 diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009. Proses pemungutan
dan penghitungan suara di Indonesia dipilah menjadi dua tahap, yaitu tahap
pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tahap rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
sesuai dengan jenis penyelenggara negara yang dipilih.
Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak kegiatan
dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya karena hari pemungutan suara
(polling day) berada pada tahapan ini dan karena itu pada hari itulah rakyat yang
berhak memilih menyatakan kedaulatannya melalui pemberian suara, tetapi juga
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karena pada tahapan inilah seluruh asas pemilu yang demokratik diterapkan. Pasal
22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”
Dengan demikian asas-asas pemilu yang demokratik menurut UUD 1945 adalah
“langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” (luber jurdil).
Pemberian suara diberikan oleh rakyat yang berhak memilih secara
langsung, tanpa perantara. Siapapun tidak bisa mengatasnamakan orang lain
dalam memberikan suara, termasuk kepala suku tidak diperkenankan memberikan
suara atas nama warga sukunya ataupun suami tidak boleh memberikan suara atas
nama istri. Penyandang cacat (kaum difabel), termasuk yang tidak memiliki kedua
lengan, tidak bisa diwakili oleh orang lain dalam memberikan suara kecuali atas
permintaan yang bersangkutan. Hal ini dilandasi oleh suatu pengakuan akan
kemampuan warga negara yang sudah berhak memilih untuk menentukan
nasibnya sendiri.
Pemberian suara juga berlangsung secara umum dalam arti semua warga
negara yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih atau
sudah atau pernah kawin, berhak didaftarkan/mendaftarkan diri sebagai pemilih
apapun latar belakang pekerjaan, pendidikan, status ekonomi, jenis kelamin, suku,
agama, kondisi fisik, tempat tinggal, dan domisilinya. Karena itu dari segi
cakupan pemilih (jumlah warga negara berhak memilih yang terdaftar),
kemutakhiran, dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus mencapai derajat
tinggi, sekurang-kurangnya sekitar 95 persen. Asas ini tidak saja menggambarkan
persamaan hak antar-warga negara, tetapi juga menunjukkan kesetaraan antar-
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warga negara karena setiap warga negara yang berhak memilih hanya memiliki
satu suara dan hak itu bernilai setara.
Hasil pemungutan dan perhitungan suara direkam dalam berita acara (BA)
dan sertifikat hasil penghitungan suara (HPS) yang ditanda-tangani oleh panitia
pelaksana atau penyelenggara pemilu serta para saksi yang mewakili peserta
pemilu. Untuk menjamin agar proses pemungutan dan penghitungan suara
terekam secara akurat dalam BA dan agar hasil penghitungan suara pemilih
tercatat secara akurat dalam sertifikat HPS, format BA dan sertifikat HPS harus
mampu menampung sejumlah aspek informasi yang diperlukan, mudah dipahami
dan diisi oleh petugas, dan mengandung mekanisme yang mampu mencegah
setiap upaya memanipulasi isi kedua dokumen penting tersebut.
Dalam proses pemungutan suara ditemukan beberapa penyimpangan,
menurut bapak Sutriadi Musdar Selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa
salah satu penyimpangan yang terjadi dalam pemilu di Kab. Sinjai adalah belum
semua Parpol dan calon mengajukan saksi pada pemungutan dan perhitungan
suara di TPS Akan tetapi, hampir semua peserta pemilu mampu menghadirkan
saksi di PPK.29 Karena penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPRD
berdasarkan urutan suara terbanyak, kebanyakan saksi yang hadir lebih
mencerminkan kepentingan calon tertentu. Beliau juga mengungkapkan bahwa
praktik jual-beli suara antara calon dengan pemilih (transaksi atau pertukaran
antara pemilih yang memberikan suara dengan calon memberikan uang dan/atau
bahan kebutuhan pokok), baik atas prakarsa calon maupun atas prakarsa pemilih,
29 Sutriadi Musdar Selaku Tokoh Masyarakat (wawancara tanggal 22 oktober 20120)
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baik secara individual maupun kolektif, dengan atau tanpa perantara. Praktik vote
buying ini sangat meluas. Sebagian kasus ini terungkap ke permukaan ketika
sebagian calon yang memberikan uang dan/atau barang sebagai sarana
mendapatkan suara menuntut kepada pemilih untuk mengembalikan uang
dan/atau barang karena pemilih yang menerima uang dan/atau barang tersebut
ternyata ingkar janji memilih pemberi uang dan/atau barang dalam pemungutan
suara. Yang diberikan kepada pemilih untuk mendapatkan suara antara lain adalah
uang, barang, kebutuhan pokok, semen, dan material untuk pembangunan jalan.
Berikut tabel perolehan suara Serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan
Perbandingan Perolehan  Suara Pemilihan Legislatif 2009 di Kab. Sinjai:
Tabel 3.2
Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Kab. Sinjai Pemilihan Legislatif 2009
No Kecamatan
Peolehan suara sah Peolehan suara tidak
sah
Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase
1 Sinjai Utara 21246 95,48% 1006 4,52%
2 Bulupoddo 8621 93,44% 605 6,56%
3 Pulau sembilan 3678 93,44% 305 7,66%
4 Sinjai Timur 14321 92,34% 735 4,88%
5 Tallu Limpoe 15638 91,09% 1530 8,91%
6 Sinjai Selatan 19174 95,02% 1004 4,98%
7 Sinjai Boreng 7996 93,52% 554 4,48%
8 Sinjai Tengah 13815 94,68% 776 5,32%
9 Sinjai Barat 12338 93,55% 850 6,45%
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Tabel 3.3
Data Perolehan Suara Pemilihan Legislatif 2009 Berdasarkan Jenis Kelamin
No Uraian Data Penduduk Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1 Pileg 2009 108.806 117.137 225.943
Tabel 3.4
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Di Kab. Sinjai









1 SINJAIBARAT 8181 8522 16703 49 588
2 SINJAISELATAN 12652 14062 26214 67 1258
3 SINJAITIMUR 9852 11214 21039 55 951
4 SINJAITENGAH 9191 9977 19168 51 932
5 SINJAIUTARA 14114 15787 29901 70 782
6 BULUPODDO 5713 6105 11696 32 434
7 TELLULIMPOE 10782 12146 22928 53 111
8 PULAUSEMBILAN 2566 2732 5298 15 196
9 SINJAIBORONG 5713 5963 11676 33 476
TOTAL 78615 86508 165123 425 6720
Tabel 3.5







Parpol Caleg Parpol Caleg
1 P.HANURA 1021 7929 3990 11% 89% 100%
2 P.KARYA PEDULI
BANGSA




140 203 280 41% 59% 100%
4 PEDULI RAKYAT
NASIONAL
331 3334 3665 9% 91% 108%
5 P.GERINDRA 297 1580 1877 16% 84% 108%
6 P.BARISAN NASIONAL 407 2422 2829 14% 86% 108%
7 P.KEADILAN &
PERSATUAN INA
210 912 1122 19% 81% 108%
8 P.KEADILAN
SEJAHTERA
605 4687 5292 11% 89% 100%
9 P.AMANAT NASIONAL 598 12780 13387 4% 96% 100%
10 P.PERJUANGAN INA
BARU
161 895 1056 15% 85% 100%
11 P.KEDAULATAN 331 3841 4172 8% 92% 100%
12 P.PERSATUAN
DAERAH
177 2005 2182 8% 92% 100%
13 P.KEBANGKITAN
BANGSA
280 3013 3293 9% 91% 100%
14 P.PEMUDA INDONESIA 104 1148 1252 8% 92% 100%
15 P.NASIONAL INA
MARHANISME
7 88 95 7% 93% 100%
16 P.DEMOKRASI
PEMBARUAN
76 1365 1444 5% 95% 100%
17 P.KARYA
PERJUANGAN
62 625 1250 9% 91% 100%
18 P.MATAHARI BANGSA 66 1088 1154 6% 94% 100%
19 P.PENEGAK
DEMOKRASI INA
54 265 319 17% 83% 100%
20 P.P.DEMOKRASI
KEBANGSAAN
199 3253 3452 6% 94% 100%
21 P.REPUBLIKAN 1184 11775 12959 9% 91% 100%
22 P.PELOPOR 107 313 420 25% 75% 100%
23 P.GOLKAR 1528 13189 14717 10% 10% 100%
24 P.PERSATUAN
PEMBANGUNAN
317 4748 5065 6% 94% 100%
25 P.DAMAI SEJAHTERA 0 0 0 0% 0% 0%
26 P.NASIONAL BENTANG
K. INA
978 887 1865 52% 48% 100%
27 P.BULAN BINTANG 165 1991 2156 8% 92% 100%
28 P.DEMOKRASI INA
PERJUANGAN
160 3671 3831 4% 96% 100%
29 P.BINTANG
REFORMASI
170 5307 5477 3% 97% 100%
30 P.PATRIOT 75 1837 1912 4% 96% 100%




0 0 0 0% 0% 0%
34 P.P.INDONESIA
SEJAHTERA
151 360 511 30% 70% 100%
35 P.KBNGKITAN
NASIONAL ULAMA
64 1414 1478 4% 96% 100%
36 P.MERDEKA 24 185 209 10% 90% 100%
37 P.PRSTN NAHDATUL
ULAMA INA
25 41 66 38% 62% 100%
38 P.SERIKAT INDONESIA 96 241 337 28% 72% 100%
39 P.BURUH 46 311 357 13% 87% 100%
B. Analisis dan pembahasan kinerja KPU Kab. Sinjai Pada Pemilu Tahun
2009
Dalam upaya mewujudkan lembaga demokrasi yang makin kukuh,
memasuki tahap yang sangat krusial sejak kuartal terakhir tahun 2007 dan
semester pertama tahun 2008 yang berkaitan dengan makin dekatnya waktu
penyelenggaraan Pemilu 2009. Melalui koordinasi dan kerja sama kelembagaan
yang makin baik, sejumlah langkah yang cukup penting telah berhasil
dilaksanakan pemerintah dalam mengembang amanat rakyat untuk dapat
melaksanakan pemilu pada waktunya dan dengan hasil yang diharapkan optimal.
Semua upaya pemerintah didasarkan pada keyakinan bahwa pelembagaan
demokrasi yang kukuh adalah kunci bagi peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.
Perhatian Pemerintah yang utama pada tahun 2007-2008 adalah
pemenuhan jadwal penetapan perundang-undangan bidang politik serta
pemenuhan standar dan prosedur pelaksanaan teknis berupa pemberian fasilitas
penyelenggaraan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kaitannya
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dengan persiapan Pemilu 2009. Mengingat sumber daya yang terbatas, salah satu
implikasinya adalah menuntaskan berbagai hal yang harus selesai pada tahun
2008 agar tidak menjadi beban bagi Pemilu 2009, seperti penyelesaian seluruh
pelaksanaan pilkada.
Pemerintah bersama dengan KPU telah bertekad berkoordinasi secara
profesional mengatasi berbagai potensi masalah dan hambatan yang mungkin
timbul dalam proses persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009. Pertama, perlunya
peningkatan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal
dalam pemilu. Kedua, berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu itu sendiri,
mencakup tata cara dan prosedur keikutsertaan, baik menjelang, selama pemilu,
maupun setelah pemilu berlangsung. Ketiga, menyangkut aspek penegakan
hukum apabila timbul persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu agar segala sesuatunya dapat diselesaikan dalam koridor
demokrasi dan supremasi hukum dan perundang-undangan.
Proses pelembagaan demokrasi pada tingkat penyelenggaraan negara,
permasalahan utamanya tetap pada kualitas, kapasitas, dan kredibilitas lembaga-
lembaga penting penyelenggara negara. Kualitas berkaitan dengan tingkat
profesionalitas sumber daya manusia dalam proses penyelenggaraan negara.
Walaupun Pemerintah sudah berusaha memperbaiki kinerja kelembagaan yang
berada dalam lingkup kerja kepemerintahan, hal ini tetap menjadi masalah sehari-
hari dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas berkaitan dengan
kemampuan aparatur penyelenggaraan negara untuk bekerja dan berproduksi
secara optimal sehingga dapat menghilangkan keluhan-keluhan tentang
93
kelambanan dalam proses kerja lembaga-lembaga birokrasi pemerintah.
Kredibilitas berhubungan dengan tingkat kepercayaan terhadap kebersihan,
moralitas, dan kemampuan untuk bersikap transparan terhadap publik. Semuanya
berujung kepada kemampuan lembaga penyelenggaraan negara untuk
memberikan akuntabilitasnya kepada publik atas kinerja masing-masing sesuai
dengan peran dan fungsi yang ditetapkan oleh konstitusi serta perundang-
undangan yang berlaku.
Di tengah-tengah masih terbatasnya sumber daya yang ada, KPU Kab.
Sinjai juga telah menunjukkan kinerja yang baik, terbukti dengan berhasilnya
seluruh penyelenggaraan pilkada di daerah selama tahun 2007-2008 ini.
Permasalahannya adalah masih tetap ada sejumlah pihak yang belum mampu
menerima kekalahan dalam pilkada secara lapang dada walaupun sudah ada
penetapan hukum dari lembaga pengadilan. Padahal, hasil pilkada seharusnya
diimplementasikan sesegera mungkin sehingga pemerintahan di daerah dapat
segera berjalan dengan kepemimpinan yang merupakan hasil pilihan rakyat di
daerah yang bersangkutan. Sengketa berkepanjangan dalam penetapan hasil final
pilihan rakyat akan menjadi biaya sosial politik tersendiri yang harus ditanggung
masyarakat sehingga sedapat mungkin harus dihindari.
Menurut Ambo Tuwo selaku Kepala Kelurahan Biringere mengatakan
bahwa kendala yang dihadapi dalam pemilu 2009 adalah masih lemahnya
kemampuan masyarakat sipil untuk mengorganisasi diri secara baik serta masih
lemahnya kemampuan untuk mengartikulasikan pendapat dan aspirasi politik
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rakyat.30 Masyarakat juga masih dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang
memiliki agenda politik tertentu yang justru dapat merugikan masyarakat itu
sendiri. Kenyataan itu juga masih tergambar dari masih adanya pengungkapan
aspirasi yang bersifat pesanan karena janji-janji materi oleh kelompok
kepentingan tertentu.
Hal lain yang masih menjadi masalah di dalam masyarakat adalah masih
belum meratanya perolehan informasi terhadap seluruh anggota masyarakat di
Indonesia karena masih terbatasnya infrastruktur informasi dan komunikasi yang
ada. Walaupun sekelompok masyarakat tertentu sudah mampu memperoleh
informasi tertentu tentang persoalan pembangunan dan penyelenggaraan
Pemerintahan serta segala persoalan publik yang berkaitan dengan dirinya,
informasi yang diperoleh oleh masyarakat seringkali masih minim dan tidak
menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tentang suatu permasalahan yang
berkaitan. Apabila masyarakat memperoleh informasi yang kurang lengkap
tentang suatu persoalan yang kompleks, keadaan ini tidak jarang akan
menimbulkan berbagai kesalah pahaman dan konflik yang tidak perlu.
Langkah nyata pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan
pemilu dalam membantu KPU khusunya KPU Kab. Sinjai, Pada akhir tahun 2007
dan tahun 2008 Pemerintah berusaha melaksanakan berbagai kebijakan sebagai
kesinambungan langkah-langkah kebijakan yang memang sudah dilaksanakan
pada tahun sebelumnya berkaitan dengan konsolidasi demokrasi Indonesia,
terutama yang lebih terfokus pada persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009.
30 Ambo Tuwo selaku Kepala Kelurahan Biringere (wawancara tanggal 22 Oktober 2012)
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Langkah-langkah kebijakan yang telah diupayakan pencapaiannya secara optimal
adalah: pertama, mendorong percepatan penetapan peraturan dan perundang-
undangan politik dan meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi proses
penyelenggaraan pemilu serta proses penyelenggaraan negara pada umumnya;
kedua, memperkuat dan mendorong peningkatan kualitas, kapasitas, dan
kredibilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara; ketiga, meningkatkan
kualitas, kapasitas, dan kredibilitas masyarakat sipil dan partai politik agar mampu
ikut serta secara optimal dalam proses perumusan kebijakan publik dan ikut
secara aktif mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.
Komitmen Pemerintah pada demokrasi tidak pernah tergoyahkan pada
kekuatan  apa pun. Semua perumusan kebijakan publik diupayakan transparan dan
bersifat partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin kelompok kepentingan
di dalam masyarakat sipil. Semua ini diupayakan optimal tanpa
harusmengorbankan perlu proses pengambilan keputusan yang efektif, tepat
waktu, dan tepat sasaran. Pemerintah juga mengharapkan semua pihak untuk
memikul tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap nasib seluruh bangsa di
atas kepentingan politik golongan. Pelaksanaan demokrasi, selain menjamin hak
berekspresi secara bebas, jelas juga menuntut tanggung jawab untuk menjaga
anggota masyarakat yang berbeda pendapat dari ancaman kekerasan dan
kewajiban memelihara sarana publik dari tindakan perusakan dan vandalisme.
Pemerintah mengingatkan, bahwa demokrasi yang benar merupakan pelaksanaan
hak-hak warga negara secara bertanggung jawab berdasarkan hukum, bukan
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kebebasan yang semena-mena, yang pada gilirannya justru dapat melanggar hak
orang lain untuk berbeda pendapat.
Kemajuan yang perlu dicatat dalam proses persiapan Pemilu 2009 adalah
telah ditetapkannya dua perundang-undangan baru di bidang politik. Pada awal
2008 telah diundangkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU
No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
sedangkan, RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta RUU Susunan dan
Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD segera akan diselesaikan.
Kedua undang-undang ini merupakan produk kerja sama yang baik antara
Pemerintah dan DPR serta merupakan bagian dari pembelajaran politik penting
bagi semua pihak untuk dapat berkompromi secara optimal untuk kepentingan
seluruh bangsa dan konsolidasi demokrasi.
Hasil lain yang juga penting dalam pembangunan lembaga demokrasi
adalah bahwa sejak akhir tahun 2007 telah terbentuk struktur dan keanggotaan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru. Sejak awal Pemerintah menyadari
sepenuhnya, sebagaimana halnya yang biasa terjadi pada masyarakat demokratis,
proses seleksi dan pengangkatan anggota KPU memang tidak luput dari kritik
serta polemik di kalangan masyarakat luas. Walaupun demikian keanggotaan baru
KPU saat ini sudah merupakan produk maksimal dari pelaksanaan amanat
perundang-undangan yang menjadi payung pembentukannya, yakni UU No. 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dengan penetapan kedua perundang-
undangan baru bidang politik pada awal 2008, KPU yang baru dibentuk pun
sudah dapat segera memulai pekerjaan penting mereka dalam mempersiapkan
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Pemilu 2009, termasuk melakukan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta
Pemilu 2009. KPU yang baru sudah memperlihatkan kinerja yang cukup optimal
selama beberapa bulan sejak pelantikan para anggotanya yang baru.
Fungsi dan wewenang KPU menurut UU No. 22 Tahun 2007 telah
mengalami sejumlah penyempurnaan dan pembatasan sehingga diharapkan
mampu memberikan kepastian hukum dan pembagian kerja yang lebih terfokus
pada peningkatan kinerja kelembagaan KPU secara keseluruhan. Adanya kritik
masyarakat pada KPU menunjukkan adanya perhatian dan harapan yang sangat
besar kepada lembaga demokrasi yang strategis ini mengingat tugas mereka yang
sangat penting bagi menyukseskan Pemilu 2009. Pembagian tugas dan wewenang
yang lebih jelas diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan penyediaan
logistik secara lebih terbuka, transparan, dan akuntabel dibandingkan dengan
pemilu 2004. Distribusi logistik tepat waktu dan tepat lokasi adalah salah satu
tantangan utama yang diharapkan dapat diatasi pada Pemilu
2009.
Pemerintah Kab. Sinjai dan KPU Kab. Sinjai selalu bekerja sama dalam
penyelenggaraan pemilu yang sehat dan sukses. Pada pesta demokrasi tahun 2009,
Setidaknya bila dilihat dari tahapan pemilihan legislatif. Berbagai kejutan politik
sudah mulai tampak, dan terjadi di berbagai daerah khususnya di Kab. Sinjai.
Kejutan-kejutan politik tersebut, pada satu sisi merupakan hal yang biasa terjadi
dalam proses pembelajaran politik, dan pada sisi lain menjadi informasi baru dan
tambahan untuk pencermatan mengenai gerak dan arah demokratisasi di
Indonesia. Secara teoritik, berharap ada trend positif dari pemilu ke pemilu. Trend
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yang diharapkan itu adalah trend menuju penguatan sistem demokrasi di
Indonesia. Kendati tidak seluruhnya tepat, namun untuk saat ini, hanya sistem
demokrasi yang memiliki ruang terbuka untuk memberikan penghargaan yang
maksimal kepada rakyat. Setidaknya, bila dilihat dari mekanisme dan potensinya,
sistem demokrasi memberikan ruang terbuka bagi pengakuan terhadap
kedaualatan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Oleh
karena itu, tujuan untuk melakukan penguatan sistem demokrasi perlu terus
dilakukan dan ditumbuh kembangkan oleh semua, termasuk melalui proses
pemilu.
Menurut Fachriandi Matoa, SE selaku divisi SDM, Hupmas, Sosialisasi,
umum dan organisasi mengatakan bahwa Dalam suatu sistem politik demokrasi,
kehadiran pemilu yang bebas dan adil adalah suatu keniscayaan.31 Bahkan negara
manapun sering menjadikan pemilihan umum sebagai klaim demokrasi atas
sistem politik yang dibangunnya. Di negara-negara berkembang pemilihan umum
sering kali tidak dapat dijadikan parameter yang akurat dalam mengukur
demokrasi atau tidaknya suatu sustem politik. Artinya, ada tidaknya pemilu di
suatu negara tidak secara otomatis menggambarkan ada atau tidaknya kehidupan
demokrasi politik di negara tersebut. Hal ini disebabkan, pemilu di beberapa
negara dunia k e t i ga seringkali tidak dijalankan dengan menggunakan prinsip-
prinsip demokrasi.
31Fachriandi Matoa, SE selaku divisi SDM, Hupmas, Sosialisasi, umum dan organisasi
(wawancara tanggal 10 Oktober 2012)
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Ada beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan
demokrasi suatu negara, khususnya di negara-negara dunia ketiga, pertama,
melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer
kekuasaan secara damai. Kedua, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan
konflik. Persoalannya adalah bagaimana menciptakan suatu pemilu yang
bebas dan adil. Sebab jika tidak, akan mengundang protes massa untuk
menentang penyelewengan dalam penyelenggaraan kekuasaan, yang tidak
jarang dilakukan dengan cara-cara kekerasan.
Secara konseptual, terdapat dua mekanisme untuk menciptakan pemilu
yang bebas dan adil. Pertama, menciptakan seperangkat metode atau aturan
untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat
secara adil, atau yang disebut oleh banyak kalangan ilmuwan politik disebut
dengan sistem pemilihan (electoral system). Kedua, menjalankan pemilu
sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi, atau yang oleh
kalangan ilmuwan politik disebut dengan proses pemilihan (electoral
process).
Sebagaimana disebutkan oleh Sjamsudin Haris, pertama, Pemilihan
langsung diperlukan untuk memutuskan mata rantai oligarki partai yang harus
diakui cenderung mewarnai kehidupan partai-par-tai politik. Kepentingan
partai-partai itulah dan bahkan kepentingan elit politik seringkali dimanipulasi
sebagai kepentingan kolektif masyarakat. Dengan demikian pemilihan umum
secara langsung bagi calon anggota legislatif dari partai politik, diperlukan
guna meminus mata rantai politisasi atas partisipasi publik dan aspirasi publik
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yang cenderung dilakukan oleh partai-partai politik dan para politisi partai
bilamana dipilih oleh elit politik di parlemen.32
Pemilihan umum secara langsung bagi calon anggota legislatif dan
partai politik, diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas, para elit
politik. Pemilihan umum secara langsung calon anggota legislatif dan partai
politik, diperlukan untuk, menciptakan stabilitas politik dan efektivitas
pemerintahan, baik pusat maupun lokal langsung.
Pemilihan umum secara langsung calon anggota legislatif dan partai
politik, akan memperkuat dan meningkatkan seleksi calon anggota legislatif
karena makin terbukanya peluang bagi calon tersebut yang berasal dari bawah/
daerah. Kecenderungan tidak sehat yang berlangsung selama ini adalah elit
politik nasional hanya berasal dari dan beredar di Jakarta saja hampir tidak ada
peluang bagi para elit politik lokal untuk mengembangkan kariernya menjadi
eiit politik nasional, sehingga berkesan tidak mempunyai banyak pilihan ketika
memutuskan siapa yang pantas menjadi elit politik nasional padahal salah satu
tujuan otonomi daerah menurut Smith, adalah dalam kerangka pelatihan dan
kepemimpinan nasional.
Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, akan lebih meningkatkan
kualitas partisipasi rakyat di satu pihak dan keterwakilan elit di lain pihak,
karena masyarakat dapat menentukan sendiri siapa yang di anggap pantas dan
layak yang akan menjadi calon anggota legislatif dan partai politik untuk
membawa aspirasi masyarakatnya, baik di pusat maupun di lokal.
32 Harris, Syamsuddin. Pemilu 1999 dan Format Baru Politik Indonesia. Dalam
Memastikan Arah Baru Demokratisasi. Bandung : Mizan. Seri Penerbitan Studi Politik. 2000.  h. 2
101
Bagi Larry Diamond, Pemilihan Umum bebas dan adil yang dilakukan
secara berkala, meskipun memenuhi aspek kompetisi dan partisipasi, hanya
menjanjikan demokrasi pemilihan yang secara katagoris berbeda dengan
demokrasi liberal. Selanjutnya Diamond merumuskan bahwa, demokrasi
pemilihan adalah suatu sistem konstitusional yang menyelenggarakan pemilihan
umum multipartai yang kompetitif dan teratur dengan hak pilih universal untuk
memilih anggota legislatif dan kepala eksekutif. Mengutip dari Caller dan
Levitsky, Diamond mengidentifikasi sistem seperti itu sebagai demokrasi
prosedural yang diperluas. menyatakan bahwa yang terpenting dalam pemilu
adalah substansi demokrasi bukan klaim politis atas kedemokrasian negara yang
dibangun.33
Dalam pandangan masyarakat, mau tidak mau, publik akan melakukan
koreksi dan perbandingan antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, termasuk dalam
hal ini yaitu melakukan analisis perbandingan terhadap kinerja KPU Kab. Sinjai.
Karena lembaga ini, secara administrasi memberikan andil yang cukup besar,
bahkan sangat strategis dalam mensukseskan jalannya selebrasi (pesta) demokrasi
di Indonesia.
Menurut Bapak Abbas Selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa
salah satu masalah yang sering dihadapi dalam pemilihan khususnya di Kab.
Sinjai adalah buruknya daftar pemilih tetap atau DPT, menurutnya rata-rata ada
33 Darmawan, Cecep. 2008. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Lab.PKN UPI. h. 85
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sekitar 10 orang dalam setiap TPS yang tidak tercatat dalam pemilu 2009 lalu di
Kab. Sinjai. 34
Tingginya jumlah warga negara yang tidak tercantum dalam DPT ini,
merupakan kerugian besar bagi proses pendidikan politik, sekaligus citra buruk
kinerja KPU dalam pemilu 2009, Keterlibatan warga negara dalam proses pemilu,
adalah bagian penting dari proses demokrasi. Dengan keterlibatannya langsung
ini, negara sudah memberikan fasilitas politik secara langsung untuk melakukan
pendidikan politik. Sayangnya, KPU tahun ini belum menunjukkan kinerja yang
maksimal. Dibandingkan dengan KPU 1999-2004, masalah DPT ini sangat
mencuat pada masa sekarang. Inilah yang menjadi titik awal melemahnya
pendidikan politik di Indonesia.
Menurut Bapak Rais Selaku Tokoh mengatakan bahwa salah satu masalah
yang sering juga dihadapi adalah lemahnya sistem informasi penghitungan suara.
Menurutnya sampai hari terakhir (hari ke-12) pemilu, baru mencapai angka 6-7 %
suara yang masuk. Angka capaian ini, jauh dibawah target KPU Kab. Sinjai, dan
juga capaian suara sebagaimana yang dialami oleh KPU Kab. Sinjai 2004. Pada
hari yang sama, KPU Kab. Sinjai 2004 sudah mampu mengumpulkan data hampir
pada angka 80 %-an.35
Menurut Sofyan Hamid, SE selaku ketua KPU Kab. Sinjai mengatakan
bahwa salah satu permasalah yang muncul pada pemilu 2009 adalah Jumlah partai
politik yang ada dalam tahun 2009 sangat banyak, lebih banyak dari partai peserta
34 Abbas Selaku Tokoh Masyarakat  (Wawancara tanggal 03 Oktober 2012)
35 Rais Selaku Tokoh Masyarakat (wawancaran tanggal 04 Oktober 2012)
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pemilu tahun 2004.36 Dari satu sisi, melihat adanya ketidakberkembangan partai
politik, dan pada sisi lain, ketidakmampuannya elit politik pada partai tersebut
untuk memberikan promosi politik kepada masyarakatnya. Akumulasi dari
persoalan inilah, kemudian melahirkan rendahnya sikap dan simpati politik
masyarakat terhadap partai-partai tersebut.
Perkembangan demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah secara
langsung merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu pembuktian secara
nyata bagi KPU Kab. Sinjai dan pemerintah. Bingkai pilkada langsung ini
tentunya harus diletakkan dalam asa pemerintahan desentralisasi dalam korodor
sistem negara kesatuan. Hubungan state and society dalam pemerintahan daerah
di era refromasi ini merupakan tantangan dalam kehidupan pemerintahan modern
Indonesia. Penyelenggaraan pilkada dengan kebijakan publik yang berlandaskan
demokrasi yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor secara langsung
ataupun tidak langsung akan menghasilkan pemilu yang sesuai dengan tujuannya-
penyerahan kedaulatan secara sukarela.
Diharapkan perangkat kebijakan publik yang mendukung dan jelas, tidak
adanya benturan antar kebijakan dan badan penyelenggara merupakan salaha satu
kunci sukses pilkada langsung. Setiap produk kebijakan publik yang dihasilkan
lembaga politik yang dialakukan secara demokratis pun tidak akan terhindar dari
pro dan kontar dalam lingkungan internal dan eksternal kebijakan tersebut.
Laswell pernah menyatakan bahwa tidak ada satu kebijakanpun yang dapat
memeberiak kepuasan bagi seluruh target kebijaka tersebut. Apalagi kalau
36 Sofyan Hamid, SE selaku ketua KPU Kab. Sinjai (wawancara tanggal 20 Oktober
2012)
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produk kebijakan itu mengurangi kadar demokratis dalam pembuatan dan
pelaksanaannya.
KPU Kab. Sinjai akan mempelajari dan mengusahakan agar kesalahan
yang terjadi pada pemilu 2009 tidak akan terulang pada pemilu 2013, hal ini
diungkapkan sendiri oleh Bapak Sofyan Hamid, SE.,MM selaku Ketua KPU Kab.
Sinjai yang mengatakan bahwa kesalahan yang terjadi pada pemilu 2009 mulai
dari pemutakhiran data pemilu sampai dengan penentuan hasil perhitungan suara
akan diperbaiki di pemilu 2013 mendatang. 37
Dalam penyelenggaraan pemilu PPS dan PPK sangat berperan penting
dalam membantu KPU khususnya dalam pemutakhiran data pemilih. PPS dan
PPK dibentuk secara transparan, khususnya di Kab. Sinjai. KPU Kab. Sinjai
melakukan dalam bentuk wawancara terhadap anggota PPK dan PPS, untuk
pemilu 2013 PPK dan PPS di Kab. Sinjai telah terpilih sebanyak 45 orang Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 240 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS)
diambil sumpahnya dan dilantik oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Sinjai, Sofyan Hamid. PPK dan PPS ini akan bertugas sebagai penyelenggara
pemilu bupati dan wakil bupati Sinjai tahun 2013 mendatang. Pelantikan ini
bertempat di aula Wisma Hawai Sinjai.
Terkait DPT, untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pemilu 2009 agar
tidak terjadi pada pemilu 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Sinjai,
pada tanggal 08 Oktober 2012 menggelar rapat evaluasi pemutakhiran data
pemilih di kantor KPU Sinjai. Rapat ini dipimpin ketua KPU Sinjai, Sofyan
37 Bapak Sofyan Hamid, SE.,MM selaku Ketua KPU Kab. Sinjai (Wawancara tanggal 20
Oktober 2012)
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Hamid dan dihadiri seluruh komisioner KPU Sinjai. Selain membahas
pemutakhiran data pemilih, beberapa hal penting juga dibahas saat rapat
diantaranya, penetapan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) pilkada gubernur
dan wakil gubernur Sulsel serta penetapan jumlah pemilih setiap TPS.
Menurut divisi Sosialisasi dan Hupmas KPU Sinjai, Fachriandi Matoa,
rapat evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pemutakhiran
data pemilih yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih. Karena Letak
geografis beberapa tempat di Sinjai adalah salah satu tantangan PPDP saat
pemutakhiran data. Namun menurut Fachriandi, pihak KPU Sinjai dan
perangkatnya sudah siap dengan tantangan tersebut. 38
Sementara itu, divisi data KPU Sinjai, Jaenu, menambahkan bahwa demi
suksesnya pilkada Sulsel, KPU Sinjai rutin melakukan monitoring dan
pendampingan ke PPS dan PPK. Setelah pemutakhiran data pemilih, pihak KPU
Sinjai kemudian mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pada tanggal
15 Oktober 2012.39
Salah satu masalah yang dihadapi di pemilu 2009 adalah pendistribusian
logistik pemilu yang terlambat ke TPS-TPS yang ada di desa/kelurahan. Jadi
dalam pemilu 2013 KPU Kab. Sinjai melakukan pendistribusian Sejumlah logistik
pemilu gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Distribusi dilakukan sejak
tanggal 1 Januari 2013. Namun logistik yang didistribusikan, baru sebatas form
C6 atau surat panggilan memilih dan kartu pemilih. Menurut divisi sosialisasi dan
38 Fachriandi Matoa, SE selaku divisi SDM, Hupmas, Sosialisasi, umum dan organisasi
(wawancara tanggal 10 Oktober 2012)
39 Jaenu, SE Selaku divisi Perencanaan, data, logistik, dan keuangan (Wawancara tanggal
20 Oktober 2012)
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hupmas KPU Sinjai, Fachriandi Matoa, distribusi dilakukan sejak dini karena
berhimpitnya tahapan pelaksanaan pilgub, pilbup serta pileg. Selain itu, kami juga
mempertimbangkan padatnya kegiatan pelaksanaan tahapan pilgub dan pilbup,
pada bulan Januari ini.40
Dalam Pilbup 2013 KPU Kab. Sinjai terdapat masalah sendiri, oleh karena
itu KPU Kab. Sinjai mengadakan sosialisasi tahapan pemilihan bupati dan wakil
bupati Sinjai di aula rumah makan Nikmat pada hari Minggu 9 Desember 2012.
Sosialisasi ini dihadiri ketua KPU Sinjai, Sofyan Hamid serta seluruh anggota
KPU Sinjai. Turut hadir pada sosialisasi ini antara lain ketua DPRD Sinjai,
Sulthani, ketua Panwaslu Sinjai, A. Fathir Ahdar, pengurus parpol serta seluruh
anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada sosialisasi tahapan ini, KPU
Sinjai mulai menjelaskan kepada peserta sosialisasi, terkait prosedur pencalonan
dari unsur perseorangan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengerti tata cara
pencalonan dan tahapan Pilbup 2013. Pada sosialisasi ini KPU Kab. Sinjai
menjelaskan bahwa tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Sinjai, dari
jalur partai politik maupun perseorangan, Pendaftaran dimulai pada Sabtu, 5
Januari 2013 dan berakhir pada tgl 11 Januari 2013. Pendaftaran bertempat di aula
kantor KPU Sinjai, Jl. Bhayangkara
Akhirnya, semoga kebijakan publik yang sudah diputuskan tentang
pemerintahan daerah yang di dalammnya mengatur tentang pilkada langsung
sebagai amanat dari amandemen UUD 1945 dapat dilaksanakan dan
diinterpretasikan dengan baik sehingga tidak mencederai niatnya dalam
40 Fachriandi Matoa, SE selaku divisi SDM, Hupmas, Sosialisasi, umum dan organisasi
(wawancara tanggal 10 Oktober 2012)
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mengusung demokrasi lokal dalam format desentralisasi betuk devolusi--otonomi
daerah. Pilkada langsung ini diharapkan tidak hanya an old one in a new bottle
,tetapi menjadi tonggak perkembangan reformasi politik lokal di Indonesia dan
KPU Kab. Sinjai dapat bekerja lebih baik lagi dalam proses penyelenggaraan
pemilu selanjutnya khususnya Pilbup dan Pilgub 2013.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja KPU Kab. Sinjai pada
Pemilu 2009
a. Faktor Pendukung
1. Sarana dan prasarana
Sarana   merupakan  segala sesuatu yang  dapat  dipakai  sebagai  alat
dalam mencapai  maksud  atau  tujuan. Sedangkan  prasarana merupakan  segala
sesuatu yang  merupakan  penunjang  utama  terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan,  proyek).  Pada dasarnya sarana lebih ditujukan  untuk
benda-benda yang  bergerak  seperti  komputer  dan mesin-mesin, sedangkan
prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung,
ruang, dan tanah. Sarana dan prasarana juga mempunyai arti dan  maksud yang
sama dengan istilah perbekalan kantor.
Tersedianya sarana dan prasarana yang  cukup  dengan  kualitas yang
baik, sangat  dibutuhkan  setiap  organisasi  dimanapun  dalam menyelenggarakan
kegiatannya untuk  mencapai  tujuan yang  diharapkan.  Tanpa  adanya sarana dan
prasarana,  mustahil  tujuan akan  dicapai.  Demikian  halnya kantor,  tempat
berlangsungnya kegiatan yang  berkaitan  dengan pekerjaan ketatausahaan  atau
administrasi,  juga  sangat  memerlukan  sarana  dan  prasarana kantor.  Bahkan
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tidak akan  ada pekerjaan  kantor  yang  tidak berkaitan  dengan  sarana dan
prasarana kantor. Sarana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sarana
dan prasarana yang secara langsung mempengaruhi kegiatan operasional yang
dapat mendorong pencapaian target sehingga tidak terlalu banyak menggunakan
waktu tunggu.
Berkaitan  dengan  sarana  dan prasarana tersebut,  Bapak Fachriandi
Matoa, SE Selaku Divisi SDM, HUPMAS, Sosialisasi, Umum dan Organisasi
mengatakan bahwa masalah sarana dan prasarana sebenarnya di kantor KPU Kab.
Sinjai cukup memadai dan cukup mendukung dalam pelaksanaan program kerja
KPU Kab. Sinjai.41
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Dr. Hj. Aminah, AS selaku
Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu mengatakan bahwa Sarana dan prasarana
dikantor  ini  terutama di  laboratorium  bisa dibilang lumayan cukup  tapi  ada
beberapa  yang perlu diganti misalnya  alat-alat  komputer sudah tua.42
Berdasarkan  hasil  wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
ketersediaan sarana dan prasarana pada KPU kab. Sinjai  cukup  memadai dan
tetapi masih butuh penambahan beberapa  peralatan operasional. Hal ini sesuai
dengan teori tentang sarana dan prasarana yang mengharuskan  agar sarana dan
prasarana kantor tersedia dengan  lengkap  dan memiliki kualitas yang  baik,
karena pada  dasarnya sarana dan prasarana memiliki fungsi sebagai berikut :
- Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat  menghemat
41 Fachriandi Matoa, SE Selaku Divisi SDM, HUPMAS, Sosialisasi, Umum dan
Organisasi (wawancara tanggal 10 oktober 2012)




- Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
- Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
- Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
- Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
- Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- Menimbulkan  rasa  puas pada  orang-orang  yang berkepentingan  yang
mempergunakannya.
2. Sumber daya manusia
Salah satu faktor penentu keberhasilan/ kegagalan organisasi adalah faktor
sumber daya manusia.  Keunggulan  mutu bersaing  suatu organisasi  sangat
ditentukan oleh  mutu sumber  daya manusianya. Organisasi  sangat
membutuhkan sumber daya manusia yang  kompeten,  memiliki  kompetensi
tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan
pekerjaannya.
Sumber daya manusia merupakan sumber  pengetahuan, keterampilan,
dan kemampuan  yang  terakumulasi  dalam diri  anggota organisasi.
Kemampuannya ini terus diasah  oleh  organisasi  dari  waktu ke waktu dan terus
mengembangkan keahliannya sebagai  pilar organisasi  agar selalu memiliki
keunggulan  kompetitif.
Sumber daya manusia  juga  merupakan  sumber  keunggulan  kompetitif
yang potensial  karena kompetensi  yang  dimilikinya berupa intelektualitas,  sifat,
keterampilan,  karakter  personal,  serta proses intelektual  dan kognitif,  tidak
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dapat ditiru oleh perusahaan lain.
Sumber daya manusia juga merupakan  faktor  sentral  dalam suatu
organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan
berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola
dan diurus oleh  manusia.  Jadi,  manusia merupakan  faktor  strategis dalam
semua  kegiatan institusi / organisasi.
Gambaran sumber daya manusia serta proses manajemen sumber daya
manusia pada kantor KPU Kab. Sinjai dari tingkat pendidikan, dalam rangka
menunjang  kelancaran  pelaksanaan kegiatan  organisasi, sangat dibutuhkan
ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan handal serta memiliki
kemampuan  yang memadai  untuk  menunjang  tugas yang  dibebankan
kepadanya. Salah  satu barometer yang  dipakai  dalam melihat  hal  tersebut
adalah berdasarkan  tingkat  pendidikan  aparatur.  Dalam  pandangan  umum,
semakin tinggi tingkat  pendidikan  yang dimiliki  seseorang  maka semakin tinggi
pula kemampuan orang tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Tingkat
pendidikan seseorang dapat menggambarkan  kemampuan  seseorang  untuk
bekerja.  Apabila tingkat  pendidikan seseorang tinggi maka orang akan menilai
bahwa orang tersebut memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang tinggi
sehingga mempunyai derajat di masyarakat.
Pendidikan seorang pegawai sangatlah mempengaruhi loyalitas kerjanya,
maka oleh karenanya seorang pegawai seharusnya mempunyai pendidikan yang
tinggi sesuai dengan  bidangnya. Dengan  semakin banyaknya pegawai  yang
mempunyai  tingkat pendidikan  yang tinggi  di  suatu organisasi  /  instansi  maka
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semakin besar  pula pengaruhnya terhadap kinerja organisasi / instansi tersebut.
Dalam rangka menunjang  kelancaran  pelaksanaan kegiatan  KPU Kab.
Sinjai, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan
handal serta memiliki  kemampuan  yang memadai  untuk  menunjang  tugas yang
dibebankan kepadanya. Salah  satu barometer yang  dipakai  dalam melihat  hal
tersebut  adalah berdasarkan  tingkat  pendidikan  aparatur.  Dalam  pandangan
umum,  semakin tinggi tingkat  pendidikan  yang dimiliki  seseorang  maka
semakin tinggi  pula kemampuan orang tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
Tingkat pendidikan seseorang dapat menggambarkan  kemampuan  seseorang
untuk bekerja.  Apabila tingkat  pendidikan seseorang tinggi maka orang akan
menilai bahwa orang tersebut memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang
tinggi sehingga mempunyai derajat di masyarakat.
Pendidikan seorang pegawai sangatlah mempengaruhi loyalitas kerjanya,
maka oleh karenanya seorang pegawai seharusnya mempunyai pendidikan yang
tinggi sesuai dengan  bidangnya. Dengan  semakin banyaknya pegawai  yang
mempunyai  tingkat pendidikan  yang tinggi  di  suatu organisasi/instansi  maka
semakin besar  pula pengaruhnya terhadap kinerja organisasi/instansi tersebut.
Adapun mengenai kondisi sumber daya manusia KPU Kab. Sinjai bila
dilihat  dari  tingkat  pendidikan  serta jumlah pegawai,  Bapak Hasriana, ST
selaku Koordinator wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Tengah
mengatakan bahwa kalau dari  jumlahnya,  sumber daya manusia di  sini  masih
kurang, seharusnya masih perlu  di  tambah lagi. Kami  masih kekurangan
pegawai untuk tenaga teknis fungsional,  yang terjun ke lapangan.  Tapi  kalau
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tingkat pendidikan  itu sudah  merata dan berpendidikan tinggi.43
3. Kordinasi antar unit
Dalam setiap organisasi  yang  di  dalamnya terbagi  menjadi  beberapa
unit pasti terdapat hubungan dan ketergantungan antar unit. Selain itu pembagian
atau spesialiasi  menyebabkan hambatan  dan  juga  menimbulkan  ketergantungan
yang tinggi. Adanya faktor hambatan  dan saling  ketergantungan ini
menyebabkan koordinasi  sangat  diperlukan  dalam  mengintegrasi  kinerja setiap
unit.  Peran diadakannya koordinasi  dalam hal  ini  adalah  berupaya membuat
struktur  dan memfasilitasi transaksi antar bagian yang saling bergantung.
Sedangkan tujuan dari koordinasi  adalah  mengupayakan  agar  kinerja setiap unit
menjadi  teratur, meminimalisir terjadinya kekacauan sehingga tujuan dari
organisasi dapat tercapai.
Dalam struktur  organisasi  KPU Kab. Sinjai,  terdapat  empat divisi yang
dibawahi  oleh  kepala KPU Kab. Sinjai yaitu Divisi perencanaan, data, logistik,
dan Keuangan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Divisi SDM, Hupmas,
Sosialisasi, Umum dan Organisasi dan Divisi Hukum dan Pengawasan.
Menurut Bapak Sofyan Hamid, SE.,MM selaku Ketua KPU Kab. Sinjai
mengatakan bahwa Koordinasi  antara bagian  di KPU Kab. Sinjai  sangat  baik.
Antara bidang  yang satu dengan yang lain saling terjalin komunikasi yang baik.
Tiap bulan juga di sini diadakan pertemuan namanya rapat kerja bulanan yang
diikuti oleh semua unit. 44
43 Hasriana, ST selaku Koordinator wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Tengah
(wawancara tanggal 22 September 2012)




Bapak Fachriandi Matoa, SE selaku SDM, HUPMAS, Sosialisasi, umum,
dan organisasi mengatakan bahwa ada banyak faktor penghambat dalam
pelaksanaan kinerja KPU Kab. Sinjai, salah satunya adalah Alokasi anggaran
untuk pengembangan pegawai relatif rendah.
Sedangkan Bapak Fdhlullah Marzuki, S.Pd.I selaku divisi Hukum dan
pengawasan mengatakan bahwa kurangnya inisiatif dari pusat untuk menyusun
program pengembangan pegawai, dan Inisiatif pegawai untuk mengembangkan
diri masih rendah.45
Menurut Bapak Jaenu, SE Selaku divisi Perencanaan, data, logistik, dan
keuangan mengatakan bahwa Jangkauan wilayah kerja KPU Kab. Sinjai yang luas
dibandingkan dengan jumlah pegawai yang dimiliki, sehingga mempersulit
pengontrolan di wilayah-wilayah terpencil.46
Dari beberapa hamabatan yang dihadapi, KPU Kab. Sinjai tetepa berusaha
dalam menjalankan tugas dalam proses penyelenggaraan pemilu selajutnya
khususnya Pilbup dan Pilgub 2013.
45 Marzuki, S.Pd.I selaku divisi Hukum dan pengawasan (Wawancara tanggal 20 Oktober
2012)






Perkembangan demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah secara
langsung merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu pembuktian secara
nyata bagi KPU Kab. Sinjai dan pemerintah. Bingkai pilkada langsung ini
tentunya harus diletakkan dalam asa pemerintahan desentralisasi dalam korodor
sistem negara kesatuan. Hubungan state and society dalam pemerintahan daerah
di era refromasi ini merupakan tantangan dalam kehidupan pemerintahan modern
Indonesia. Penyelenggaraan pilkada dengan kebijakan publik yang berlandaskan
demokrasi yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor secara langsung
ataupun tidak langsung akan menghasilkan pemilu yang sesuai dengan tujuannya-
penyerahan kedaulatan secara sukarela.
Demokrasi lokal atau yang akrab dikenal dengan demokrasi kontekstual,
merupakan demokrasi yang dilakukan disesuaikan dengan situasi dan kondisi
masyarakat dimana demokrasi itu berlangsung atau diselenggarakan. Peran KPU
daerah didalam demokrasi lokal yakni menyelenggarakan pemeilihan umum di
daerah-daerah dan menyerap aspirasi rakyat di daerah-daerah tersebut sehingga
mampu menyelenggarakan demokrasi kontekstual sesuai dengan situasi dan
kondisi daerah tersebut. Khususnya di Kab. Sinjai, KPU Kab. Sinjai berhasil
menyelenggarakan pemilihan umum 2009, mulai dari pemutakhiran data pemilih
dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu dan penetapan peserta
pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, Pencalonan anggota
DPR/DPRD Kab. Sinjai, sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara.
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Kinerja organisasi KPU Kab. Sinjai dipengaruhui banyak faktor, faktor
pendukung dari terlaksananya Kinerja KPU Kab. Sinjai adalah sarana dan
prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia yang lumayan tinggi, dan
Kordinasi antar unit yang lumayan solid. Sedangkan faktor penghambat
terlaksananya kinerja KPU Kab. Sinjai adalah Alokasi anggaran untuk
pengembangan pegawai relatif rendah, inisiatif dari pusat untuk menyusun
program pengembangan pegawai, Inisiatif pegawai untuk mengembangkan diri
masih rendah, dan Jangkauan wilayah kerja KPU Kab. Sinjai yang luas
dibandingkan dengan jumlah pegawai yang dimiliki, sehingga mempersulit
pengontrolan di wilayah-wilayah terpencil.
B. Saran
Diharapkan KPU Kab. Sinjai bercermin dalam pemili 2009 sehingga
pemilu Pilgub 2013 jauh dari kesalahan dan memperbaiki masalah-masalah yang
timbul dalam pemilu 2009 agar tidak terjadi dalam pemilu 2013 dan seterusnya.
Sangat di harapkan demokrasi yang sedang mekar di Kab. Sinjai
membawa kesejukan, ketenangan, kedamaian dan melahirkan kepemimpinan yang
melindungi semua rakyat. Masyarakat juga di harapkan tetap tenang dan tidak
terpolarisasi agar kontribusi lokal mampu memberikan kontribusi positif bagi
upaya demokrasi, maka disarankan pemerintah perlu memberikan peran yang
lebih luas kepada masyarakat untuk membangun dirinya menjadi masyarakat sipil
yang kuat, dan elit politik memberikan contoh prilaku yang mengarah pada
penguatan praktik kehidupan demokratis.
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